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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak
pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam Penelitian karya
ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus

digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi
yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan
0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa

Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada halaman berikut:

Arab Indonesia Arab Indonesia




&y T & ‘
< Th ¢ Gh
z J a F
< H S Q
z Kh < K
2 D J L
3 Dh 2 M
0 R U N
J Z s W
o S o H
o Sh 3 ¢
ua S ¢ Y
ua d

Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apapun. Jika hamzah (s) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan

tanda ().
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C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa Arab

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Fathah A A
] Kasrah [ [
i Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
! Fathah dan ya Al Adan |
3 Fathah dan wau lu A dan U
Contoh:
ol : Kaifa
Js : haula
D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:



Harakat dan Nama Harakat dan Nama
Huruf Tanda
b Fathah dan alif A a dan garis di atas
atau ya
s Kasrah dan ya I I dan garis di atas
» Dhammah dan U u dan garis di atas
wau

Contoh:

&l mata
@R rama
J# : gila

& 5% yamiitu

E. Ta’ Marbuthah

Transliterasi untuk ta marbiitah ada dua, yaitu: ta marbatah yang hidup atau
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta marbiitah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah [h].
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbatah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbttah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:
JikYiia35  : raudah al-agfal

Al 02 ; al-madinah al-fadilah

dasal) - al-hikmah

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:
Sy . rabbana

USS @ najjaina

o &) al-haqq

el al-hajj
Azl s nu’ima
5% > ‘aduwwu

Jika huruf < ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkat kasrah (-.), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (7). Contoh:

Xiv



<& 1 “dli (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
01 ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥ (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-). Contohnya:

&3l al-syamsu (bukan asy-syamsu)
435 al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
aday : al-falsafah

B4l al-biladu

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

“ k) )EZ, ) -
05545 ta ‘muriina

¢ al-nau’

XV



2 (S syai’un
&l umirtu
I. Penelitian Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’an), sunnah, hadis, khusus
dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Fizilal al-Qur’an
Al-Sunnah gabl al-tadwin
Al-‘Ibarat Fr ‘Umuam al-Lafz la bi khusus al-sabab

J. Lafz Al- Jalalah (&)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Contoh:
A 0 dinullah

Adapun ta marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

XVi



A 325 3 5 hum fi rahmatillah
K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului
oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-
). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:
Wa ma Muhammadun illa rasul
Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’'an
Nasir al-Din al-Tis
Abu Nasr al-Farabi
Al-Gazali

Al-Mungqiz min al-Dalal
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ABSTRAK

Maulana, Akbar, 210201110084, Telaah Hukum Kedudukan Hak Anak Korban
Perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak Dan Magashid Syariah, Program Studi Hukum
Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang

Kata Kunci: Hak Anak; Korban Perkosaan; Magashid Syariah.

Dengan adanya pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Tentang Kesehatan, hal ini mendapatkan banyak sekali pro dan kontra dikalangan
masyarakat terkait dilegalkannya praktek aborsi. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui kedudukan hak anak korban perkosaan dari dalam kandungan hingga
dilahirkan pasca disahkanya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang
kesehatan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum yang digunakan
sumber data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan dan analisisnya menggunakan
teknis analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan anak dalam kandungan dan perempuan
korban perkosaan mempunyai hak hidup yang sama, kedudukan hak anak dalam
kandungan hingga dilahirkan sama mempunyai hak agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan serta hak anak merupakan hak asasi manusia dan anak dalam
kandungan perlu mendapatkan perlindungan hukum selayaknya anak yang telah
dilahirkan yaitu, berhak mendapatkan warisan dari pewaris (bapak), syaratnya anak
harus lahir hidup, jika mati sewaktu dilahirkan, maka anak tidak pernah dianggap
ada. Sedangkan ditinjau dari magashid syariah anak memiliki hak untuk hidup,
tumbuh berkembang, keadilan, persamaan derajat, mendapatkan asuhan dan
pemeliharaan, serta anak dalam kandungan tidak mendapatkan hak waris hingga
dilahirkan dalam keadaan hidup.
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ABSTRACT

Maulana, Akbar, 210201110084, Legal Analysis of the Rights of Children
Victims of Rape in the Perspective of Law Number 35 of 2014 concerning
Child Protection and Magashid Sharia, Islamic Family Law Study Program,
Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Keywords: Child Rights; Rape Victims; Magashid Sharia.

With the ratification of Government Regulation Number 28 of 2024
concerning Health, this has gained a lot of pros and cons among the public regarding
the legalization of the practice of abortion. The purpose of this study is to determine
the position of the rights of children of rape victims from the womb until they are
born after the enactment of government regulation number 28 of 2024 concerning
health.

This research is a normative juridical research using statutory and
conceptual approaches. The legal sources used are secondary data sources,
consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of
legal materials is a type of literature study and the analysis uses descriptive analysis
techniques.

The results of this study indicate that children in the womb and women
victims of rape have the same right to life, the position of the rights of children in
the womb until they are born have the same rights in order to live, grow, develop,
and participate optimally in accordance with the dignity of humanity and children's
rights are human rights and children in the womb need to get legal protection like
children who have been born, namely, entitled to inheritance from the heir (father),
the condition is that the child must be born alive, if he dies when he is born, then
the child is never considered to exist. Meanwhile, in terms of magashid sharia,
children have the right to live, grow and develop, justice, equality, get care and
maintenance, and children in the womb do not get inheritance rights until they are
born alive.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan
negara hukum yang berarti Indonesia adalah negara berkedaulatan di mana
masyarakatnya harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku serta segala
permasalahan yang timbul dimasyarakat harus diselesaikan pula dengan hukum

yang berlaku.!

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak, mengenai definisi anak, bahwa anak ialah seseorang yang
belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,® dan
perlindungan terhadap anak merupakan sebuah usaha untuk menciptakan kondisi
agar setiap anak dapat melakukan kewajibannya demi perkembangan dan
pertumbuhan anak tersebut baik secara fisik, mental dan sosial. Kemudian definisi
perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi,® serta hak anak merupakan bagian

! Gde Made Swardhana, dan Anak Agung Istri Pradnyani Paramitha “Legalisasi Tindakan Abortus
Akibat Perkosaan Incest Ditinjau dari Hukum Pidana Adat”, Jurnal Kertha Desa, Vol. 8, No. 9,
(2020): 2 https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/view/112058

2 pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3 Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1



dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,

keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah”.*

Anak yang dilahirkan dari hubungan terlarang dan tak dikehendaki, seperti
akibat perkosaan menjadi sasaran yang paling tidak diinginkan kehadirannya.
Selain itu, anak dilahirkan akibat perkosaan dapat menjadi beban, tidak hanya
beban bagi si ibu atau perempuan korban perkosaan serta beban bagi keluarga
hingga masyarakat dan akan terjadi dampak buruk bagi keturunannya, serta pada
korban hubungan terlarang ini kebanyakan adalah perempuan. Oleh karena itu,
akan mengakibatkan dampak buruk yang terjadi pada perempuan yang menjadi
korban perkosaan karena hubungan terlarang seperti, penyakit menular seksual, dan

kehamilan yang tidak diinginkan.

Di dalam hal ini jika terjadi kehamilan yang tidak dinginkan, maka
seseorang perempuan atau korban perkosaan akan melakukan pengguguran
terhadap janin yang berada dalam kandungannya atau melakukan aborsi. Masalah
aborsi saat ini sudah tidak tabu untuk didiskusikan dan bukan menjadi rahasia lagi
untuk dibicarakan. Karena aborsi pada saat ini merupakan hal yang umum untuk
dilakukan, hal ini dapat terjadi dikalangan remaja akibat pergaulan yang bebas dan
pada orang dewasa terjadi karena mereka yang tidak ingin dibebani tanggung

jawab.®

4 pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

% Soenanti Zalbawi “Masalah Aborsi Dikalangan Remaja”, Media Litbang Kesehatan, Vol.XIlI,
No.3, (2002): 12 https://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/372



Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di dalam
beberapa pasalnya menjelaskan mengenai aborsi, yaitu, setiap orang dilarang
melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan
ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana,® dan dengan pesetujuan
perempuan yang ingin melakukan aborsi harus mendapatkan persetujuan dari

suami, kecuali korban perkosaan’

Dengan adanya pengesahan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024
tentang kesehatan, hal ini mendapatkan banyak sekali pro dan kontra dikalangan
masyarakat terkait dilegalkannya praktek aborsi. Di dalam pasal 116 setiap orang
dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap
korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang
menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang

hukum pidana.®

Menurut medis, aborsi merupakan tindakan penghentian dan pengeluaran
hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (viabilitii).
Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dijelaskan bahwa kebolehan aborsi hanya bagi perempuan yang

menjadi korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain

6 Pasal 60 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

" Pasal 60 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

8 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887



yang menyebabkan kehamilan dan tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi

kedaruratan medis.®

Terdapat beberapa kasus aborsi di Indonesia yang tercatat sebanyak 103
korban perkosaan berakibat kehamilan yang melaporkan kasusnya kepada Komisi
Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sejak 2018 hingga 2023, hampir
dari seluruh korban tidak mendapatkan akses aborsi yang aman. Dalam hal ini
korban beresiko menempuh praktik aborsi tidak aman yang berakibat fatal pada diri
si korban ataupun menempatkannya menjadi pihak yang berkonflik dengan hukum

atas tuntutan aborsi menghilangkan nyawa bayi atau janin yang dikandungnya.*®

Dalam hal ini terdapat conflict of norm (konflik norma) dalam Undang-
Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan Peraturan
Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan, di dalam peraturan pemerintah
ini membolehkan aborsi dalam kandungan seorang perempuan atas indikasi
kedaruratan medis, terhadap korban tindak pidana perkosaan, dan tindak pidana
kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan.!! Di dalam undang-
undang tentang perlindungan anak telah dijelaskan anak ialah seseorang yang

belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.'?

® Pasal 463 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

10 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), “Pernyataan
Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan
Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan,” Komnas Perempuan. 03 Agustus 2024,
diakses 12 September 2024, https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-
sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-
seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan

11 Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan

12 pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Hak anak harus dilindungi sejak di dalam kandungan, namun dengan adanya
pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 khususnya dalan pasal
116 dan pasal berikutnya yang telah melegalkan aborsi bagi korban perkosaan dan
seksual lainnya yang menyebabka kehamilan. Jika melihat realita yang ada, korban
perkosaan akan terganggu mental dan psikisnya dan pula tidak berani untuk
bercerita kepada orang tua atau keluarga karena telah menjadi korban perkosaan,

begitu pun dengan kekerasan seksual lainnya.

Dasar mengenai perbuatan pembunuhan terhadap anak di dalam Al-Qur’an

Surah Al-Isra’ ayat 31:
0 s 08 2318 By 85 a5 12l ks SO LA
Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.
Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Di dalam hukum islam terdapat beberapa perlindungan terhadap manusia,
perlindungan tersebut termuat dalam konsep magashid syariah yang setidaknya
mencakup lima bentuk perlindungan yaitu, hifdz ad-din (menjaga agama), hifdz an-
nafs (menjaga jiwa), hifdz al-agl (menjaga akal), hifdz an-nasl (menjaga
kehormatan/ keluarga), dan hifdz al-mal (menjaga harta). Maka, lima bentuk

tersebut merupakan bagian dari kebutuhan primer (dharuriyah) manusia yang

18 Tim Penerjemah, Al-Qur’an Terjemah & Tajwid, (Bandung.Sygma: 2019), 285.



keberadaannya mutlak harus ada pada diri manusia. Allah Swt. memerintahkan
untuk melakukan upaya-upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Begitu pula
sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan dan

mengurangi salah satu dari lima dharuriyah tersebut.'*

Beberapa kajian tentang telaah hukum kedudukan hak anak korban
perkosaan terdapat beberapa penulis lainnya. Akan tetapi, tidak secara spesifik
mengkaji serta membandingkan kedudukan hak anak yang telah lahir dengan hak
anak yang berada dalam kandungan korban perkosaan dari dua sudut pandang yakni

hukum positif di Indonesia dan hukum islam (magashid syariah).

Melihat pengesahan diperbolehkannya aborsi yang terjadi pada korban
perkosaan terdapat conflict of norm (konflik norma) dalam beberapa undang-
undang yang mengatur tentang perlindungan anak dengan undang-undang tentang
kesehatan dan peraturan pemerintahnya, dan undang-undang lainnya serta
diabaikanya hak anak yang berada di dalam kandungan. Oleh karena itu, timbul
pertanyaan, seperti apa kedudukan hak anak yang masih dalam kandungan hingga
dilahirkan menurut hukum positif di Indonesia, dan seperti apa kedudukan hak anak
yang masih dalam kandungan hingga dilahirkan menurut magashid syariah,
melalui pemaparan dari latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti persoalan ini
sebagai sebuah Penelitian dengan judul: Telaah Hukum Kedudukan Hak Anak
Korban Perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak Dan Magashid Syariah.

14 Amir Syarifuddin, USHUL FIQH, JILID 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 222-
223



B. Batasan Masalah

Penulis akan membatasi masalah dalam penelitian ini untuk mempermudah
pembahasan agar tidak melebar, dan lebih jelas serta terarah sesuai yang
diharapkan. Penelitian difokuskan kepada kedudukan hak anak dalam kandungan
hingga anak dilahirkan dan aborsi yang dibahas dalam penelitian ini yakni aborsi

yang diakibatkan karena tindak pidana perkosaan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan menjadi

beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif Undang-Undang

nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

2. Bagaimana kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif magashid

syariah?



D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan Penelitian tersebut

adalah:

1. Menjelaskan dan menganalisi kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. Menjelaskan dan menganalisis kedudukan hak anak korban perkosaan

perspektif magashid syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara keilmuan terutama dalam
bidang hukum keluarga islam khususya terkait dengan Telaah Hukum
Kedudukan Hak Anak Korban Perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Magashid Syariah. Penelitian
ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Penelitian selanjutnya terkait

dengan hukum hak anak dan korban perkosaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan
pengetahuan, wawasan, dan keilmuan dalam mempelajari permasalahan di
sekitarnya, khususnya untuk mengamalkan ilmunya di program studi yang

penulis pelajari untuk masa depan.



b. Bagi khalayak umum, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber
pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum terhadap hukum hak anak

dan korban perkosaan.

c. Bagi penulis lain, tulisan ini dapat digunakan sebagai data dasar sekaligus

refrensi untuk Penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.
F. Definisi Operasional

Dalam penelitian skripsi tentang telaah hukum kedudukan hak anak korban
perkosaan perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan
anak dan magashid syariah, ada beberapa kata yang perlu diperhatikan dan
diperjelas lebih detail untuk memudahkan pembaca dalam memahami isinya serta

menghindari adanya multitafsir, yaitu:

1. Hakanak dalam judul ini yang dimaksudkan kepada hak anak dalam kandungan
hingga anak dilahirkan dari korban perkosaan yang haknya tidak jelas,

terabaikan dan tidak terlaksanakan.

2. Perkosaan dalam judul ini yang dimaksud adalah perbuatan pemaksaan yang
mengakibatkan kerugian fisik dan psikologis seseorang seseorang. Hingga

adanya anak atau janin dalam rahim seorang perempuan.

3. Magqgashid syariah adalah apa yang dimaksud Allah dalam menetapkan hukum,
apa yang dituju oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin

dicapai Allah dalam menetapkan suatu hukum.®

15 Syarifuddin, USHUL FIQH, JILID 2. 231
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G. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang ditulis Hilda Fentiningrum mahasiswa Universitas
Islam Negeri Walisongo dengan judul Penelitian “Komparasi Aborsi Dalam
Perspektif Magashid Syariah Imam Ghazali Dan Hubungannya Dengan Faktor
Ekonomi”.*® Penelitian dilakukan pada tahun 2021. Persamaan penelitian terdahulu
dengan penelitian ini membahas terkait aborsi dengan perspektif Magashid Syariah
dan metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan
meggunakan teknik analisis deskriptif. Perbedaannya penelitian terdahulu lebih
berfokus kepada aborsi yang hubungannya dengan faktor ekonomi dan metode
pengumpulan data yang digunakan dokumentasi. Sedangkan, dalam penelitian ini
membahas mengenai kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif undang-
undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan magashid syariah dan
menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (statue approach) dan

pendekatan konsep (conseptual approachi).

Kedua, penelitian selanjutnya yang ditulis Nanda Himmatul Ulya
mahasiswa Intitut Agama Islam Negeri Pontianak dengan judul penelitian
“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perpektif
Negara Dan Magashid Syariah”.}” Penelitian dilakukan pada tahun 2021.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menggunakan

16 Hilda Fentiningrum, “Komparasi Aborsi Dalam Perspektif Magashid Syariah Imam Ghazali Dan
Hubungannya Dengan Faktor Ekonomi,” Kodifikasi:Jurnal Penelitian Islsm, Vol. 15, No. 01
(2021): https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/2607

17 Nanda Himmatul Ulya, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual
Perpektif Negara Dan Magashid Syariah”, Journal of Islamic Law and Family Studies (2021):
https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jilfas/article/view/11839
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perspektif maqgashid syariah serta metode penelitiannya menggunakan jenis
penelitian yuridis normatif. Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada
perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan
seksual serta menggunakan pendekatan penelitian komparasi. Sedangkan penelitian
ini berfokus pada kedudukan hak anak korban perkosaan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan

pengumpulan bahan hukumnya kepustakaan (library research).

Ketiga, penelitian selanjutnya yang ditulis Netti Herawati. Abnan
Pancasilawati, Maisyarah Rahmi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan
Muhammad Idris Samarinda dengan judul penelitian “Perlindungan Hak Anak
Akibat Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Magashid Syariah dan Hukum
Positif”.1® Penelitian dilakukan pada tahun 2022. Persamaan dengan penelitian ini
menggunakan perspektif maqashid syariah dan studi keputakaan (library
research). Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hak anak
akibat kekerasan seksual di pondok pesantren. Sedangkan, penelitian ini lebih
berfokus terhadap kedudukan hak anak korban perkosaan dan metode penelitiannya
yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach)

dan pengumpulan bahan hukumnya kepustakaan (library research).

Keempat, penelitian selanjutnya yang ditulis Indah Zulfa mahasiswa

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung judul penelitian “Perlindungan Dan

18 Netti Herawati. Abnan Pancasilawati, Maisyarah Rahmi, “Perlindungan Hak Anak Akibat
Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Magashid Syariah dan Hukum Positif”, MAQASID: Jurnal
Studi Hukum Islam, Vol 12, No. 2, (2023): https://journal.um-
surabaya.ac.id/Magqasid/article/view/18978
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Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam
Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung”.!® Penelitian
dilakukan pada tahun 2020. Persamaannya penelitian terdahulu dan penelitian ini
berfokus pada perlindungan dan hak anak. Perbedaannya penelitian terdahulu
berfokus pada perlindungan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian dan
menggunakan perspektif hukum islam serta studi di UPTD pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan peremouan dan anak provinsi lampung, dan menggunakan jenis
penelitian lapangan (field research). Sedangkan, penelitian ini lebih berfokus
terhadap kedudukan hak anak korban perkosaan dan metode penelitiannya yuridis
normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan

pengumpulan bahan hukumnya kepustakaan (library research).

Kelima, penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Susanti I. Botu, Nur
Muhammad Kasim, Zamroni Abdussamad mahasiswa Universitas Negeri
Gorontalo dengan judul penelitian “Status dan Perlindungan Hukum Anak dalam
Kandungan Seorang perempuan Yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA
Dungingi).?° Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. Persamaannya penelitian
terdahulu dan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum anak dalam

kandungan seorang perempuan. Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada

19 Indah Zulfa, “Perlindungan dan hak anak ditelantarkan pasca perceraian dalam perpektif hukum
islam dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 (studi di UPTD pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan dan anak provinsi lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri maulana
malik ibrahim, 2020), http://repository.radenintan.ac.id/10805/

20 Susanti 1. Botu, Nur Muhammad Kasim, Zamroni Abdussamad “Status dan Perlindungan Hukum
Anak dalam Kandungan Seorang Perempuan Yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA Dungingi)”,
jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol 1, No. 3, (2023):
https://www.journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1343



13

status dan perlindungan hukum anak dalam kandungan seorang perempuan yang
belum menikah dan studi kasus di KUA Dungingi, dan menggunakan jenis
penelitian lapangan (field research). Sedangkan, penelitian ini lebih berfokus
terhadap kedudukan hak anak korban perkosaan dan metode penelitiannya yuridis

normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan

pengumpulan bahan hukumnya kepustakaan (library research).

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu

No. Namg Jud_u_l Persamaan Perbedaan
Penulis Penelitian
1. | Hilda Komparasi Persamaan Perbedaannya
Fentiningrum | Aborsi Dalam | penelitian penelitian terdahulu
Perspektif terdahulu lebih berfokus kepada
Magashid dengan aborsi yang
Syariah Imam | penelitian ini hubungannya dengan
Ghazali Dan | membahas faktor ekonomi dan
Hubungannya | terkait aborsi metode pengumpulan
Dengan dengan data yang digunakan
Faktor perspektif dokumentasi.
Ekonomi Magashid Sedangkan, dalam
Syariah dan penelitian ini
metode membahas mengenai
penelitiannya | kedudukan hak anak
menggunakan | dan korban perkosaan
jenis penelitian | perspektif undang-
kepustakaan undang nomor 35
dan tahun 2014 tentang
meggunakan perlindungan anak
teknik analisis | dan magashid syariah
deskriptif. dan menggunakan
pendekatan penelitian
perundang-undangan
(statue approach) dan
pendekatan konsep
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(conseptual
approachi).
Nanda Perlindungan | Persamaan Perbedaannya
Himmatul Hukum penelitian penelitian terdahulu
Ulya Terhadap terdahulu berfokus pada
Anak Korban | dengan perlindungan hukum
Kekerasan Penelitian ini terhadap anak
Seksual sama-sama dibawah umur yang
Perpektif menggunakan | menjadi korban
Negara Dan perspektif kekerasan seksual.
Magashid magashid Sedangkan, penelitian
Syariah syariah serta ini berfokus pada
metode kedudukan hak anak
[enelitiannya dan korban perkosaan.
menggunakan
jenis penelitian
yuridis
normative
Netti Perlindungan | Persamaan Perbedaannya
Herawati, Hak Anak dengan penelitian terdahulu
Abnan Akibat penelitian ini berfokus pada
Pancasilawati, | Kekerasan menggunakan | perlindungan hak
Maisyah Seksual Di perspektif anak akibat kekerasan
Rahmi Pondok magashid seksual di pondok
Pesantren syariah dan pesantren. Sedangkan,
Perspektif studi penelitian ini lebih
Magasid keputakaan berfokus terhadap
Syariah Dan (library kedudukan hak anak
Hukum Positif | research). dan korban perkosaan
Indah Zulfa Perlindungan | Persamaannya | Perbedaannya
Dan Hak penelitian penelitian terdahulu
Anak Yang terdahulu dan | berfokus pada
Ditelantarkan | Penelitian ini perlindungan hak
Pasca berfokus pada | anak yang
Perceraian perlindungan ditelantarkan pasca
Dalam dan hak anak. | perceraian dan
Perspektif menggunakan
Hukum Islam perspektif hukum
Dan Undang- islam serta studi di
Undang UPTD. Sedangkan,

penelitian ini lebih
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Nomor 35 berfokus terhadap
Tahun 2014 kedudukan hak anak
dan korban perkosaan.
5. | Susanti I. Status dan Persamaannya | Perbedaannya
Botu, Nur Perlindungan | penelitian penelitian terdahulu
Mohamad Hukum Anak | terdahulu dan | berfokus pada status
Kasim, dalam Penelitian ini dan perlindungan
Zamroni Kandungan berfokus pada | hukum anak dalam
Abdussamad | Seorang perlindungan seorang Wanita yang
Wanita Yang | hukum anak belum
Belum dalam menikah.Sedangkan,
Menikah kandungan penelitian ini lebih
(Studi Kasus: | seorang berfokus terhadap
KUA wanita. kedudukan hak anak

Dungingi)

dan korban perkosaan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang yang digunakan untuk
mencari dan menemukan data yang diperoleh dalam penelitian serta memuat
analisis  agar dan diperoleh  dapat

penelitian kesimpulan

yang

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif
yang memiliki arti penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

kepustakaan ataupun data sekunder belaka.?! Penelitian ini disebut juga dengan

21 Maiyestati, Metode Penelitian Hukum (Sumber. LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 55.
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penelitian perpustakaan, karena pengambilan data terfokus pada pengumpulan data

kepustakaan dan dokumen.?
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis disini dengan menggunakan
dua pendekatan, yaitu: Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah
pendekatan yang berdasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum,? penulis ini akan menggunakan magashid syariah
dan pendekatan perundang-undangan (statue approach) adalah pendekatan dengan
menggunakan legislasi dan regulasi yang dilakukan dengan cara mengkaji seluruh
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dan isu hukum yang
akan diteliti.?* penulis akan menelaah perundang-undangan dan regulasinya yang
berkaitan dengan tema pembahasan. Di dalam penelitian ini akan mengkaji
peraturan mengenai kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif magashid
syariah sehingga melahirkan konsep-konsep hukum yang relevan dengan

permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini.
3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengunnakan sumber data sekunder yang berdasarkan studi
kepustakaan yang bersifat yuridis normatif artinya penelitian hanya dilakukan

menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Pada

22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 2007), 34.
23 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 137.
24 Marzuki, Penelitian Hukum, 97.
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penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan, dan sumber data sekunder

dibagi dalam tiga bahan hukum sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah data-data pokok utama yang digunakan dalam
meneliti penelitian yakni bahan-bahan hukum yang mengikat terdapat banyak
macam dalam bahan hukum primer seperti norma atau kaedah dasar, peraturan
dasar, perundang-undangan, bahan hukum vyang tidak dikodifikasikan,
yurisprudensi, traktar, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini

masih berlaku.28

Berdasarkan pada tema yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian,

maka bahan hukum primernya, yaitu:
1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana

5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

25 Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 51-52.
2 Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 52.
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b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder akan menjadi pelengkap ataupun penunjang
terhadap penjelasan dari bahan hukum primer.?” Adapun yang menjadi bahan
sekunder dalam penelitian ini yaitu dari jurnal, buku, artikel, skripsi, pendapat pakar
hukum dibidang perlindungan anak dan kesehatan, dan dokumen lainnya yang

berkaitan dengan objek pembahasan penulis.
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier akan menjadi bahan dalam memberikan penjelasan
lebih lanjut, baik dari bahan hukum primer maupun sekunder.?® Dalam penelitian
ini yang dipakai adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Ensiklopedia, serta dari website yang berkaitan.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknis yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum yaitu dengan
studi documenter/kepustakaan (library research).?® Dalam tahapan ini penulis akan
mengumpulkan perundang-undangan yang sesuai dengan pembahasan penelitian,
buku-buku, karya ilmiah, maupun catatan yang memiliki keterkaitan dengan
pembahasan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan bahan hukum ini ialah
melalui analisis informasi hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan

penelitian dengan meneliti dari berbagai sumber dan informasi tertulis yang

27 Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 52.

8 Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 52.

29 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media,
2021), 120.
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dipublikasikan secara luas dan perlu dilakukan kerangka penelitian yang telah

diatur.%°
5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode teknis deskripsi dan
analisis atau yang disebut dengan analisis deskriptif dalam menganalisis bahan
hukum yang sudah dikumpulkan. Analisis deskriptif yakni metode analisis bahan
hukum dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder apa
adanya kemudian diberi evaluasi dan penilaian, dam diinterpretasi dan
diargumentasikan.®! Kemudian penulis menggunakan teknis analisis berupa
pemaparan data secara detail dari informasi yang telah diperoleh dari tahap
sebelumnya terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga membentuk

suatu hasil yang saling berhubungan secara logis.
6. Metode Pengolahan Bahan Hukum
a. Edit

Pada tahap edit data ini merupakan pemeriksaan kembali bahan hukum yang
diperoleh, baik dari segi kejelasan makna, kelengkapan, dan kesesuaian bahan
hukum yang dibutuhkan. Dalam hal ini, penulis akan melakukan pengecekan atau
pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kejelasan dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan hukum tersier yang berkaitan dengan kedudukan hak anak

korban perkosaan perspektif Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang

30 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2022), 65.
81 Muhaimin Metode Penelitian Hukum, 71.
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perlindungan anak dan magashid syariah serta kejelasan makna dan kesesuaian
serta relevansi bahan hukum dengan bahan hukum yang lain harus dipenuhi.
Tujuannya untuk mengetahui apakah bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini telah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang sedang
diteliti.

b. Pengelompokan Data

Tahap pengelompokan data dilakukan setelah bahan hukum yang
dibutuhkan telah terkumpul semua, selanjutnya dilakukan proses pengklasifikasian
sesuai tingkat kebutuhan dengan didasarkan pada rumusan masalah serta tujuannya
untuk mempermudah jalannya penulis dalam proses penganalisisan sebab dengan
ini penulis akan lebih mudah mencermati dan lebih objektif dalam menggali
informasi yang sama dan berbeda. Oleh karena itu tahapan ini berfungsi memilih
bahan hukum yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa

selanjutnya.

c. Pemeriksaan Data

Dalam tahapan ini, penulis memeriksa kembali terhadap seluruh bahan
hukum yang telah terkumpul supaya bahan hukum yang digunakan tersebut benar-
benar sesuai dengan tema penelitian. Dalam hal ini yaitu pada bahan hukum dari
berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang berkaitan
dengan objek pembahasan yang sesuai dengan penelitian ini yakni telaah hukum
kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif undang-undang nomor 35 tahun

2014 tentang perlindungan dan magashid syariah.
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d. Analisis Data

Dalam tahapan ini, analisa didapatkan melalui beberapa tahapan dan telah
layak dianalisa sehingga bisa menarik kesimpulan. Karena peneltian ini yuridis
normatif yaitu menganalisis data adalah untuk menemukan makna yang ada pada
data atau bahan hukum. Proses ini merupakan tahapan yang penting dalam
penelitian karena akan menghasilkan kesimpulan yang memiliki kedudukan yang
penting juga sebab tujuan dari analisis data adalah unuk menjawab rumusan
masalah dan membuktikan asumsi dasar penelitian, kemudian menjelaskan

kesesuaian antara kajian pustaka dengan temuan penulis, dan lainnya.

e. Kesimpulan

Pada tahap akhir ini, penulis memaparkan hasil yang terungkap pada bab
sebelumnya. Selain itu, penulis juga menerjemahkan atau mendeskripsikan hasil
kajian yang dianalisis oleh penulis berdasarkan rumusan masalah. Melalui semua
tahapan-tahapan diatas dan data yang didapat telah tersusun secara sistematis, maka
langkah selanjutnya adalah mencari kesimpulan dari seluruh data yang telah

diperoleh.

I. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara

garis besar dari penelitian ini. Adapun rinciannya, sebagai berikut:
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Bab | Pendahuluan, berisi latar belakang mengenai alasan dan urgensi
Penulis mengambil judul penelitian tentang Telaah Hukum Korban Perkosaan
Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Dan Magashid Syariah. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah beserta
tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan dari rumusan masalah, manfaat
penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya terdapat definisi
operasional yang menjelaskan pengertian secara ringkas tentang judul penelitian,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberikan

gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

Bab Il Tinjauan Pustaka, pada bab ini mendeskripsikan pemikiran atau
konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis
masalah. landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam
menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Dalam
kajian pustaka penelitian ini akan membahas, diantaranya: Telaah Hukum
Kedudukan Hak Anak Korban Perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Magashid Syariah.

Bab 111 Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menguraikan
penelitian serta hasil yang diperoleh. Penelitian dan pembahasan akan mengacu
pada rumusan masalah, diantaranya: Bagaimana kedudukan hak anak korban
perkosaan perspektif Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan
anak dan bagaimana kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif magashid
Syariah. Maka, akan didapat suatu pemahaman menyeluruh terhadap hasil

penelitian.
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Bab IV Penutup, bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.
Kesimpulan ini ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan
tujuan dari penelitian dan bagian akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran
yang ditujukan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan
sebuah aturan yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan

akhir dari hasil penelitian.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan dan Hak Anak

Definisi hak ialah suatu hal yang benar, kewenangan, dan kekuasaan untuk
melakukan sesuatu dikarenakan telah diatur oleh Undang-Undang, aturan-aturan,
dan lainnya. Sedangkan, perlindungan anak merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat, serta negara atau pemerintah, agar anak

terjamin kebebasannya dengan menjalankan kewajiban dan kepatuhannya.

Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak,
definisi anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan juga termasuk anak
yang masih dalam kandungan.®? Sedangkan, dalam Konvensi hak anak, bahwa anak
adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-
undang yang berlaku bagi anak ditentukan.®® Hal ini tidak menutup kemungkinan
bahwa suatu negara menggunakan usia lain sebagai batasan untuk mengategorikan

rentang usia anak.®*

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pada pasal 28B, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.®®

Sedangkan, menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan

%2 pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

33 pasal 1 Konvensi Hak Anak

3 Fransiska Novita Eleanora, dkk, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan
(Bojonegoro: Madzamedia, 2021), 9.

% Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

24
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anak,% pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan anak ialah seorang yang belum berusia 18
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian perlindungan anak
dijelaskan pada pasal 1 ayat 2, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi, dan pada pasal 1 ayat 12 dijelaskan
hak anak merupak bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan
dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan
pemerintahan daerah. Kemudian pasal 1 ayat 15 dijelaskan terkait perlindungan
khusus, yang mana perlindungan khusus ialah suatu bentuk perlindungan yang
diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan
rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh

kembangnya.

B. Anak dalam Kandungan Usia 14 Minggu Menurut Medis

Menurut medis, jantung janin mulai berdenyut pada minggu keempat atau
28 hari perkembangan, dalam perkembangannya sistem vilus telah siap untuk
menyuplai nutrisi esensial dan oksigen yang diperlukan oleh mudigah.®” Kemudian
detak jantung janin mulai muncul pada usia kehamilan lima minggu atau 35 hari

jantung janin akan berdetak secara spontan pada saat itu.3® Akan tetapi jantung janin

% Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606

37T .W. Sadler, Langman’s Medical Embryology (Phildelphia: Wolters Kluwer , 2012), 60

% Siloam Hospital Medical Team, “Ketahui Detak Jantung Janin Normal dan Cara
Mendengarkannya,” Siloam Hospital, 22 Oktober 2024, diakses 23 November 2024,
https://www.siloamhospitals.com/en/informasi-siloam/artikel/detak-jantung-janin-normal
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baru bisa terdeteksi dengana alat USG (ultrasonografi) setelah usia kehamilan
mencapai enam minggu atau empat puluh dua hari — sembilan minggu atau enam
puluh tiga hari. Meski jantung janin sudah bisa terdeteksi dari alat USG
(ultrasonografi), tapi suara jantung janin belum tentu dapat terdengar. Dikarenakan,
suara detak jantung janin biasanya bisa didengarkan atau terdengar dari alat USG
(ultrasonografi) pada usia kehamilan sepuluh minggu atau 70 hari — 12 minggu atau

84 hari.

Kemudian usia janin bisa hidup di luar kandungan diantaranya ada yang
memberi batas 20 minggu atau 140 hari, tetapi ada pula yang memberi batas 24
minggu atau 168 hari.>® Selain itu, ada batasan yang diberikan untuk aborsi yakni

sebelum 20 minggu waktu kehamilan atau sebelum janin bisa hidup diluar rahim.*

C. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 merupakan Peraturan
Pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan
menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, bahwa peraturan
pemerintah tentang kesehatan memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan
lebih lanjut atas pengaturan mengenai, penyelenggaraan upaya kesehatan,
pengelolaan tenanga medis, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat

kesehatan, dan perbekalan kesehatan, sistem informasi kesehatan, penyelenggaraan

39 Departemen Kehakiman dan HAM , Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi
Akibat Perkosaan, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 2004)
18..

40 Salmiwati Rumadan. “Hukum Aborsi Bagi Janin Cacat Genetik Dalam Perspektif Figih
Kontemporer”, Tahkim, Vol 19, No. 2, (2023): 273
https://www.academia.edu/download/109844707/20_Salmiwati_Hkm_Aborsi_OK.pdf
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teknologi kesehatan, penanggulangan KLB dan wabah, pendanaan kesehatan,

partisipasi masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan.**

Di dalam Peraturan Pemerintah ini telah mengatur mengenai pelaksanaan
aborsi, setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan
medis, korban tindak pidana perkosaan dan tindak pidana kekerasan seksual lain
yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang
hukum pidana.*? Dijelaskan juga dalam peraturan pemerintah tersebut pada pasal

117 terkait yang dimaksud dengan indikasi kedaruratan medis sebagai berikut:
1. Kehamilan yang mengancam nyawa serta kesehatan ibu.

2. Kondisi kesehatan janin akibat cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki

sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan.

Dalam menjalankan tindakan aborsi akibat perkosaan telah diatur, dalam

pasal 118, sebagai berikut:

1. Surat keterangan dokter atas usia kehamilan yang sesuai dengan kejadian tindak
pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan

kehamilan.

2. Keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan

seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

41 JDIH BPK, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” JDIH BPK, 26 Juli 2024, diakses 23 Oktober
2024, https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024

42 Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan
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Kemudian pada pasal 119 mengatur mengenai pelayanan aborsi, sebagai berikut:

1. Pelayanan aborsi diperbolehkan dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat lanjut yang telah memenuhi sumber daya kesehatan sesuai

standar yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Pelayanan aborsi hanya boleh dilakukan oleh Tenaga Medis dan dibantu oleh

Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

Untuk melakukan tindakan aborsi perlu adanya tim pertimbangan dan
kriteria yang boleh melakukan aborsi, hal ini telah diatur dalam pasal 120 dan 121

diantanya:

Pasal 120

1. Pelayanan aborsi harus diberikan oleh tim pertimbangan dan dokter yang

memiliki kompetensi dan kewenangan

2. Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan
pertimbangan dan keputusan dalam melakukan pelayanan aborsi karena adanya
kehamilan yang memiliki indikasi kedaruratan medis dan/atau kehamilan akibat

tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain.

3. Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pelayanan
aborsi karena adanya kehamilan yang memiliki indikasi kedaruratan medis
dan/atau kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana

kekerasan seksual lain.
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Pasal 121

1. Tim pertimbangan yang dimaksud papasal 120 ayat 2 dibentuk oleh pimpinan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut untuk pelayanan aborsi.

2. Tim pertimbangan yang dimaksud pada ayat 1 diketuai oleh komite medis
Rumah Sakit dengan paling sedikit satu anggota Tenaga Medis yang memiliki

kompetensi dan kewenangan

3. Dokter yang dimaksud pada ayat 3 bukan merupakan anggota tim pertimbangan

4. Dalam hal ini di daerah tertentu tim pertimbangan tidak mencukup, dokter yang

dimaksud pada ayat 3 dapat menjadi anggota tim pertimbangan.

Setelah melewati tahap tim pertmbangan, kemudian dilanjutkan untuk
persetujuan melakukan tindakan aborsi, hal ini telah dijelaskan dalam pasal 122 dan

123 yang mengatur tentang pelayanan aborsi, bahwa:

Pasal 122

1. Pelayanan aborsi hanya boleh dilakukan atas persetujuan perempuan hamil
yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali bagi korban tindak

pidana perkosaan.

2. Pengecualian persetujuan suami sebagaiman dimaksud pada ayat 1 juga berlaku
bagi korban tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan

kehamilan.
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3. Dalam hal pelaksanaan pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan pada orang
yang dianggap tidak cakap dalam mengambil keputusan, persetujuan dapat

dilakukan oleh keluarga lainnya.

Kemudian mengenai pelayanan aborsi seharusnya diberikan
pendampingan dan konseling sebelum dan jika aborsi telah dilakukan oleh
tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga lainnya.** Korban tindak pidana
perkosaan dan/atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan
kehamilan, jika korban memutuskan untuk membatalkan keinginan untuk
melakukan aborsi setelah mendapatkan pendampingan oleh konselor selama

masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.**

Dalam peraturan pemerintah tentang kesehatan telah mengatur juga
terkait pengasuhan anak jika ibu, atau wanita korban perkosaan, dan atau
keluarga tidak dapat mengasuh si anak tersebut. Maka, anak tesebut boleh
diasuh oleh lembaga asuhan anak atau menjadi anak yang dipelihara oleh

negara, sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 124 ayat 2 dan 3, yakni:

1. Anak yang dilahirkan dari perempuan korban tindak pidana perkosaan
dan/atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan

kehamilan berhak diasuh oleh ibu dan/atau keluarganya.

43 Pasal 123 Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan
4 Pasal 124 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan
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2. Dalam hal ibu dan/atau keluarga tidak dapat melakukan pegasuhan, anak
dapat diasuh oleh lembaga asuhan anak atau menjadi anak yang dipelohara

oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanagan.

D. Magqgashid Syariah Imam Asy-Syatibi

Magashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu magashid dan Syariah yang
keduanya berhubungan dalam bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Kata magashid
ialah bentuk jamak dari kata magshad yang berarti tujuan. Sedangkan kata syariah
adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. berdasarkan Al-Quran dan
hadits.*® Menurut imam Asy-Syatibi, magashid Syariah ialah tujuan syariah yang

lebih memperhatikan kepentingan umum.

cE el sl 68 W by S End Lpladlt a3 20 ods
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Artinya:

Syariat yang sempurna ini tidaklah perintah-perintahnya diterapkan
sembarangan, hanya untuk memasukkan orang ke dalam kekuasaan agama.
Sebaliknya, syariat itu ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan

kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

4 M. Noor Harisudin, ILMU USHUL FIQH, (Malang: Setara Press, 2021), 220

46 Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta: LKIS, 1994), 22

47 Abu Ishaq asy-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah, Jilid 1, (Beirut: Dar Kutub al-
limiyah, 2003), 3
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Ulama fikih klasik tidak pernah mendefinisikan secara komperehensif
mengenai magashid syariah, imam Al-Ghazali dan imam Asy-Syatibi dalam
kitabnya tidak menyinggung mengenai magashid syariah. Imam al-Ghazali di
kitabnya al-Mustashfa memberi makna al-Magashid dengan tujuan syara dalam
menurunkan syariat untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Kemudian imam al-ghazali kurang dalam memberikan definisi, karena hanya
menyebutkan tujuan syara’ dan bukan definisi magashid Syariah. Oleh karena itu
definisi magashid Syariah, sering kali dikemukakan oleh ulama-ulama

kontemporer, seperti Muhammad al-Thahir bin Asyur dan Allal al-Fasi.*®

Menurut imam Asy-Syatibi membagi magashid menjadi dua, yaitu:
pertama, tujuan Allah sebagai pembuat syariah (qashdu al-syari) dan kedua, tujuan
mukallaf (gashdu al-mukallaf).*® Menurut imam Asy-Syatibi tujuan Allah (qashdu

al-syari) terdapat empat macam, diantaranya sebagai berikut:>

1. Qashdu al-syari’ fi wad’I al-syariah
Perintah-perintah syariat (aturan hukum) ialah untuk menjaga tujuan-
tujuannya dalam kehidupan, imam asy-syatibi membagi magashid menjadi tiga
pembagian, yaitu dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyyah.
a. Dharuriyah (primer), sangat diperlukan dalam mewujudkan kepentingan

agama dan dunia. Sehingga, jika hal-hal tersebut hilang, maka kepentingan

48 Safriadi, MAQASHID AL-SYARIAH DAN MASHLAHAH “Kajian Terhadap Pemikiran
Ibnu’asyur Dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 104

4 Milhan “MAQASHID SYARI’AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI
PEMBENTUKANNYA”, Al-Usrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah, Vol 6, No. 1, (2021): 87
https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/12335,

% Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah, 4-128
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dunia tidak akan berjalan dengan baik, melainkan akan terjadi kerusakan,
kekacauan, dan kehilangan kehidupan yang layak. Sedangkan dalam
konteks akhirat, akan hilang keselamatan dan kebahagiaan, serta berujung
pada kerugian yang nyata. Kemudian magashid syariah dalam tingkatan
dharuriyah ini terdapat lima macam, yaitu:®!
1) hifdz ad-din (menjaga agama)
Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang
menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau
keberagaman itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia.
2) hifdz an-nafs (menjaga jiwa)
Kehidupan atau jiwa merupakan inti dari seluruhnya karena seluruh di
dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara
eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya,
3) hifdz an-nasl (menjaga keturunan)
Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk
hidup, yang mana keturunan harus berlangsung pelanjutan dalam
kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan ialah
berkelanjutannya jenis manusia dalam keluarga.
4) hifdz al-agl (menjaga akal)
Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia
karena akal yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah

lainnya.

51 Syarifuddin, USHUL FIQH, JILID 2, 233-238
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5) hifdz al-mal (menjaga harta)
Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa
harta manusia tidak mungkin bertahan hidup.

b. Hajiyat (sekunder), sangat dibutuhkan untuk memperluas dan
menghilangkan kesulitan yang sering kali menyebabkan kesempitan dan
beban berat akibat tidak tercapainya tujuan. Jika hal ini tidak diperhatikan,
maka akan timbul kesulitan dan beban bagi orang yang diwajibkan (secara
umum), meskipun kesulitan tersebut tidak akan mencapai tingkat kerusakan
yang biasa terjadi dalam kepentingan umum.>?

c. Tahsiniyat (tersier), sebagai mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan
baik, dan menghindari keadaan-keadaan yang tercemar yang tidak disukai
oleh akal yang sehat. Semua itu tercakup dalam bagian tentang akhlak

mulia.5®

Tiga tingkatan diatas merupakan urutan tingkatan kepentingan, tingkatan
dharuriyat adalah tingkatan pokok. Sedangkan tingkatan hajiyat sebagai pelengkap
dari tingkatan dharuriyat, dan tingkatan tahsiniyat sebagai pelengkap tingkatan
hajiyat. Oleh karena itu, kedua tingkatan tersebut sebagai pelengkap tingkatan

dharuriyat.>

52 Asy-Syatibi, Al-Muwafagat fi Ushul asy-Syari’ah, 9

53 Asy-Syatibi, Al-Muwafagat fi Ushul asy-Syari’ah, 9

% Milhan “MAQASHID SYARI’AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI
PEMBENTUKANNYA”, Al-Usrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah, Vol 6, No. 1, (2021):, 88
https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/12335
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2. Qasdhu al-syari fi wad’l al-syariah li al-ifham

Syariat yang diberkahi ini adalah berbahasa Arab, dan tidak ada tempat
bagi bahasa asing di dalamnya. Meskipun hal ini telah dijelaskan dalam kaidah-
kaidah ushul figih, bahwa Al-Qur'an tidak mengandung kata-kata asing menurut
pendapat sebagian ulama ushul figih, atau ada beberapa istilah asing yang
diucapkan oleh orang Arab dan kemudian Al-Qur'an menggunakan istilah
tersebut, yang merupakan kata-kata yang diserap dan bukan berasal dari bahasa
asli mereka. Namun, pembahasan tentang hal ini bukan tujuannya.

Oleh karena itu, perlunya memahami Al-Qur'an dengan bahasa Arab
karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa arab, sehingga usaha untuk

memahaminya hanya dapat dilakukan melalui bahasa arab saja.

Sebagaimana di dalam QS. Yusuf ayat 2:
s 24T e 2 4050
Artinya:

Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa

arab, agar kamu memahaminya.>®

Oleh karena itu, agar memahami syariat harus mempelajari ilmu-ilmu
yang dapat menjadi perantara dalam memahami syariat, seperti ilmu tata bahasa

arab.

% Tim Penerjemah, Al-Qur’an Terjemah & Tajwid, (Bandung.Sygma: 2019), 235.
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3. Qashdu al-syari’ fi wad’I al-syariah lil taklif bi mugtadaha
Bahwa syarat atau alasan diberlakukannya kewajiban (takhalluf) adalah
kemampuan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, apa yang tidak dapat
dilaksanakan oleh orang yang diwajibkan tidak sah untuk diberlakukan
kewajiban atasnya menurut syariat, meskipun secara akal itu mungkin.

4. Qashdu al-syari’ fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syariah

Tujuan syari‘ mengharuskan mukallaf bernaung di bawah hukum
syara’ agar manusia dapat menghindarkan diri dari tuntutan hawa nafsu

sehingga menjadi hamba yang sesungguhnya.

Tujuan mukallaf (qashdu al-mukallaf) imam asy-Syatibi hanya membahas
beberapa masalah saja. Magashid ini berkaitan dengan perbuatan manusia,
maksudnya ialah sesungguhnya perbuatan itu bergantung pada niat, dan tujuan-
tujuan (maksud) diperhitungkan dalam setiap perbuatan, baik itu dalam ibadah
maupun kebiasaan.®® Dalam hal ini perbuatan mukallaf dibagi menjadi dua, yakni
perbuatan yang disyariatkan dan perbuatan yang tidak disyariatkan. Adapun yang
disyariatkan ialah perbuatan yang di dalam keshahihanya terdapat niat dan gasd
(maksud). Sedangkan yang tidak disyariatkan ialah perbuatan yang tidak akan

menjadi sah meskipun diniatkan seperti maksiat.>’

% Asy-Syatibi, Al-Muwafagat fi Ushul asy-Syari’ah, 246

5 Milhan “MAQASHID SYARI’AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI
PEMBENTUKANNYA”, Al-Usrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah, Vol 6, No. 1, (2021):, 90
https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/12335
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Kemudian setiap maksud mukallaf dalam melakukan suatu perbuatan harus
sesuai dengan maksud syari’, yakni agar menjaga kemaslahatan. Jika Allah
bermaksud menjaga kemaslahatan untuk manusia lewat syariatnya, maka manusia
pun harus melaksanakan syariat itu demi kemaslahatan. Menurut asy-Syatibi ada
beberapa cara untuk memastikan bahwa tujuan perbuatannya telah relevan dengan

syari’, yakni:®®

1. Seharusnya mukallaf menentukan tujuan yang harus dipahami tentang tujuan
syari’ dalam pensyariatan. Selain itu, harus ada niat terhadap perbuatannya
untuk ta ‘abbud tujuanya agar berbuat tidak keluar dari tujuan syari’ yang tidak
diketahui.

2. Menentukan tujuan yang digariskan oleh syari’ tanpa membatasai tujuan
tersebut, hal ini lebih luas cakupannya daripada yang pertama.

3. Tujuannya untuk melakukan perintah Allah dan tunduk kepada hukum-Nya

Ketiga cara yang telah disebutkan, menurut imam asy-Syatibi jika dilakukan
akan membawa mukallaf pada kondisi yang mana telah menyesuaikan tujuannya

dengan tujuan syari’ atau minimal tidak bertentangan dengan tujuan syari’.

% Milhan “MAQASHID SYARI’AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI
PEMBENTUKANNYA”, Al-Usrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah, Vol 6, No. 1, (2021):, 91
https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/12335
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KEDUDUKAN HAK ANAK KORBAN PERKOSAAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK DAN MAQASHID SYARIAH

A. Analisis Kedudukan Hak Anak Korban Perkosaan Perspektif Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Lahirnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
merupakan sebuah upaya untuk menjamin dan melindungi anak untuk bisa lebih
memperjuangkan hak-haknya dalam berhadapan dengan hukum. Adanya undang-
undang tersebut merupakan titik terang bagi seluruh anak di Indonesia agar terjamin

perlindungan dan seluruh haknya.

Definisi anak ialah keturunan atau generasi yang dihasilkan dari
persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan baik dalam ikatan perkawinan
maupun diluar perkawinan.®®* Namun, undang-undang nomor 35 tahun 2014,
mendefinisikan anak ialah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan.®® Begitu pula dalam Konvensi Hak Anak pada

bagian 1 pasal 1 mengatur yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang

% Fransiska Novita Eleanora, dkk, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, 23
60 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
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berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi

anak ditentukan.®!

Mengenai batasan umur anak berbeda-beda dalam beberapa peraturan

perundang-undangan, diantaranya:

Tabel. 2

Perbedaan Batasan Umur Anak

No

Peraturan Perundang-Undangan

Batasan Umur Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak®?

Anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 tahun dan
termasuk anak yang masih
dalam kandungan.

2 | Undang-Undang Nomor 16 Tahun | Perkawinan hanya diizinkan

2019 tentang Perkawinan®? apabila pria dan wanita telah
mencapai umur 19 tahun.

3 | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 | Anak adalah seorang yang

tentang Kesejahteraan Anak®* belum mencapai umur 21

tahun dan belum pernah kawin

4 | Kitab  Undang-Undang  Hukum | Belum dewasa adalah

Perdata® mencapai umur 21 tahun dan

tidak lebih dahulu telah kawin

61 pasal 1 Konvensi Hak Anak

62 pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

83 Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

64 Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak

8 Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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5 | Kompilasi Hukum | Merujuk kepada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1
Islam®® Tahun 1974 tentang Perkawinan,yakni: Pria 19
tahun dan Wanita 16 tahun

6 | Undang-Undang Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah
Nomor 39 Tahun 1999 | 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang
tentang Hak Asasi | masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah
Manusia®’ demi kepentingannya.

Adanya undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
adalah bentuk sebuah perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk
bebas dari deskriminasi dan ketidakadilan peraturan ini belum menjamin
perlindungan hukum serta hak-hak anak. Di dalam undang-undang tentang
perlindungan anak, pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan, perlindungan anak segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.®®
Dijelaskan juga pada pasal 1 ayat 12, hak anak termasuk salah satu bagian dari hak
asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,

masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.%°

% Tim Redaksi Nuansa, Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2022), 5

67 pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

8 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6952

8 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
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Pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait pemenuhan hak anak,

diantaranya:

1. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi dan memfasilitasi hak anak, semua
tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak harus dilakukan atas dasar
kepentingan terbaik anak.

2. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua hak anak harus
dilindungi dan terpenuhi, telah termuat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan
Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Pemerintah bertanggung jawab untuk membentuk keluarga agar melindungi
hak-hak anaknya dan menyediakan pandangan sesuai tahapan usia agar anak
dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh.

4. Pemerintah perlu untuk memastikan agar anak dapat bertahan hidup dan
tumbuh dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan
perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan

tinggal yang bersih dan aman.

0 Fransiska Novita Eleanora, dkk, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, 9-10.
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Negara telah memberikan serta mengatur hak-hak anak di dalam pelbagai

peraturan perundangan-undangan yang masih berlaku di Indonesia, diantaranya:

Tabel. 3

Hak-Hak Anak

No

Peraturan Perundang-
Undangan

Hak-Hak Anak

Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan
Anak

(pasal 2-pasal 8)"

Hak kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan,
mengembangkan  kemampuan,  pemeliharaan,
perlindungan, pertolongan, memperoleh asuhan
oleh negara atau orang atau badan, memperoleh
bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat
tumbuh dan berkembang, pelayanan khusus, tidak
dibedakan jenis kelamin, agama, penderian politik,
dan kedudukan sosial.

Undang-Undang
Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak
Asasi Manusia
(pasal 52-pasal 66)

Hak perlindungan oleh orang tua, keluarga,
masyarakat, negara, diakui dan dilindungi oleh
hukum  bahkan sejak dalam  kandungan,
mempertahankan hidup, atas nama dan status
kewarganegaraan, perawatan, pendidikan, pelatihan
bantuan khusus atas biaya negara, beribadah
menurut agama, berfikir, berekspresi, mengetahui
siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh
orang tuanya sendiri, diasuh sebagai anak oleh
orang lain, dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik,
diarahkan, dan  dibimbing  kehidupannya,
mendapatkan orang tua angkat atau wali,
perlindungan hukum, bertemu dengan orang tuanya
tetap dijamin oleh undang-undang, memperoleh
pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara
layak, perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan
pelecehan seksual, mendaptakan perlakuan secara
manusiawi, bantuan hukum dan memperoleh
keadilan.

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002 tentang

Hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan deskriminasi, suatu nama sebagai

I Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143
2 L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886
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Perlindungan Anak identitas diri dan status kewarganegaraan, beribadah
(pasal 4-pasal 18)" menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi dalam
bimbingan orang tua, mengetahui orang tuanya,
diasuh oleh orang tuanya sendiri, pelayanan
kesehatan dan jaminan sosial, menyatakan, dan
didengar pendapatnya, bermain, berekreasi, dan
berkreasi sesuai minat dan bakat, rehabilitasi,
bantuan sosial, selama dalam pengasuhan anak
berhak mendapatkan perlindungan dari
deskriminasi, eksploitasi, kekejaman, kekerasan,
dan penganiayaan, perlindungan dari
penyalahgunaan dalam kegiatan politik,
perlindungan ~ dari ~ sasaran  penganiayaan,
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak
manusiawi, kebebasan sesuai dengan hukum.
memperoleh keadilan di depan pengadilan anak,
anak yang berhadapan dengan hukum berhak
dirahasiakan. mendapatkan bantuan hukum dan
bantuan lainnya.

Ketiga peraturan perundang-undangan diatas menjamin hak-hak anak untuk
memperoleh kehidupan, perlindungan, kesejahteraan, memperoleh bantuan agar
dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang, diakui dan
dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan, mendapatkan perlakukan
secara manusiawi, serta mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan sosial, dan
semua hak anak dilindungi oleh negara dan tidak dapat dibedakan berdasarkan jenis
kelamin, agama, atau status sosial. Oleh karena itu, orang tua merupakan orang
yang bertanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan, perlindungan,

peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya.

8 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235
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Di Indonesia, negara melihat anak sebagai generasi penerus bangsa yang
perlu dilindungi, oleh karenanya perlu perlindungan terhadap anak didasarkan atas

tiga pemahaman, yaitu:*

1. Anak dipahami menjadi warga negara yang wajib dilindungi oleh negara.

2. Anak sebagai amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan
martabat manusia seutuhnya.

3. Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa

dan negara pada masa depan.

Di dalam hal ini setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya,
kecuali terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah mengatur bahwa pemisahan
itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan

terakhir.”™

Upaya perlindungan anak harus dilaksanakan sejak anak masih janin atau
berada dalam kandungan. Semua manusia mempunyai hak-hak subjektif sejak
dilahirkan sampai meninggal dunia, hal ini termaktub dalam pasal 2 KUHPerdata,
anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah
dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Ketentuan ini
memberikan perlindungan hukum kepada seorang anak yang masih dalam
kandungan seorang perempuan terhadap hak-hak yang akan dinikmatinya kelak
manakala telah dilahirkan. Jika seorang ibu mengandung seorang anak, tapi Ketika

mengandung, suaminya meninggal dunia. Pada saat itu, warisan yang didapatkan

" Fransiska Novita Eleanora, dkk, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, 6-7.
75 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
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antara suami-istri menjadi terbuka. Sejak saat itu anak berhak mendapatkan warisan
dari pewaris (bapak), syaratnya anak yang dilahirkan itu harus lahir hidup. Maka,
mati sewaktu dilahirkan, dianggap si anak tidak pernah telah ada.”® Dikarenkan,
keberadaan seorang manusia sebagai subyek hukum dapat berlaku surut bagi anak
yang belum dilahirkan, sehingga janin sebagai salah satu subyek hukum sudah

sewajarnya mendapakan perlindungan sebagai warga negara.’’

Di dalam UUD 1945 terkhususnya pada pasal 28A, 28B, dan 28]
dijelaskan, setiap orang memiliki hak untuk hidup serta berhak mendapatkan hidup
dan kehidupannya. Kemudian setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
deskriminasi serta setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang

lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Memberikan perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban negara,
sebagaiaman telah dijelaskan di dalam undang-undang perlindungan anak, bahwa
negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab
menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan,
jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan

kondisi fisik dan/atau mental.”® Hal ini dimaksud bahwa tugas dan tanggung jawab

76 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), 24

7 Auliya Ghazna Nizami, “Kerentanan Status Anak dalam Kandungan Sebagao Subyek Hukum
Pada Waris, Wasiat dan Wakaf”, prosiding Konferensi Nasional Gender Dan Gerakan Sosial, Vol
01, No. 1, (2022): 388
https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/kggs/article/download/189/222/1383

8 Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
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negara melalui pemerintah berkewajiban mengontrol dan mengawasi proses

perlindungan terhadap anak.

Definisi janin menurut istilah ialah jabang bayi yang berada dalam perut
sang ibu, baik telah terbentuk atau pun belum terbentuk.”® Sedangkan, menurut Ibnu
Hajar al-Asqalani, janin adalah bayi yang masih berada di dalam kandungan ibu
atau perempuan, disebut demikian karena janin tersembunyi di dalamnya, jika janin
lahir dalam keadaan hidup maka janin itu disebut bayi atau anak, sedangkan jika

mati berarti keguguran.®

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi aborsi adalah
pengguguran kandungan,® Sedangkan, menurut istilah aborsi merupakan praktik
mengeluarkan janin dengan unsur kesengajaan sebelum waktu kelahiran.®
Terjadinya tindakan aborsi sangat berdampak kepada anak yang berada dalam
kandungan atau janin dan perempuan korban perkosaaan serta mengabaikan hak
anak dan hak asasi manusia anak tersebut. Dalam dunia medis istilah abortion
adalah menggugurkan kandungan dari dalam rahim seorang perempuan sebelum

mencapai 22 minggu masa kehamilan atau sebelum mencapai berat 500 gram.®

" Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Azizi, JANIN Pandangan al-Quran dan Iimu Kedokteran
(Bandung: Pustaka Rahmat, 2009), 1

8 Yusuf Al-Azizi, JANIN Pandangan al-Quran dan llmu Kedokteran, 1

81 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

8 Salmiwati Rumadan “Hukum Aborsi Bagi Janin cacat Genetik Dalam Perspektif Figih
Kontemporer”, Tahkim, Vol 12, No. 2, (2023): 272
https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/4289/pdf,

8 Salmiwati Rumadan “Hukum Aborsi Bagi Janin cacat Genetik Dalam Perspektif Figih
Kontemporer”, Tahkim, Vol 12, No. 2, (2023): 271
https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/4289/pdf,



https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/4289/pdf
https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/4289/pdf
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Secara universal aborsi dibagi menjadi dua macam, yakni:3*

1. Spontaneus abortus (Aborsi secara tiba-tiba), merupakan aborsi yang dilakukan
karena ketidak sengajaan, hal ini disebabkan secara alami tanpa ada campur
tangan dari manusia. Terjadinya aborsi ini biasanya ketika tiga bulan awal
waktu kandungan dan ketika kejadian tidak dapat dicegah untuk menghindari
gugurnya kandungan tersebut. Sponatneus abortus biasanya terjadi akibat
pendarahan pada awalnya tanpa tahu sebabnya, hal ini bisa terjadi karena
kecelakaan dan lainnya. Pada intinya, spontaneus abortus tidak mengakibatkan
proses hukum karena terjadi diluar kuasa hukum manusia.

2. Aborsi secara buatan, merupakan proses pengguguran karena kesengajaan atau
ada campur tangan manusia. Di dalam ilmu kedokteran, hal ini disebut dengan
abortus provokatus. Abortus ini terdapat dua macam:

a) Aborsi sesuai petunjuk medis (abortus arifificialis therapeuticus), tujuan
aborsi ini untuk mengantisipasi nyawa seorang ibu apabila kehamilan tetap
dipertahankan.

b) Aborsi yang dilakukan tanpa petunjuk medis (abortus provokatus
criminalis), aborsi ini biasanya terjadi apabila pasangan suami istri sedang
dalam keadaan ekonomi yang sulit atau karena pergaulan bebas, atau

pasangan yang melakukan perzinahan.

8 Abd Manaf, Ida Priatna, “Aborsi Janin hasil Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Minhaj:
Jurnal limu Syariah, Vol 5, No. 1, (2024): 145-146
https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_januari24_10,
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Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, megatur
mengenai tindakan aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana
kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan tidak melebihi 14 minggu atau
memiliki indikasi kedaruratan medis.®> Adanya Undang-Undang nomor 1 tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat penguatan jaminan
hak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan untuk mendapat akses
aborsi aman, karena telah diakui oleh kerangka hukum yang lebih kuat, yaitu

sampai dengan usia kehamilan hingga 14 minggu.®®

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, aborsi merupakan tindakan yang
dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana. Sebagaimana termaktub dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkhusunya pada pasal 346, seorang
perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau
menyuruh orang lain, maka diancam dengan pidana penjara paling lama empat

tahun.®’

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindakan aborsi merupakan
perbuatan yang dilarang dan akan dijatuhi hukuman pidana. Kriminalisasi setiap
perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau

menyuruh orang lain dalam pasal 346 KUHP telah dicabut oleh undang-undang

8 pasal 463 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

8 Maidina Rahmawati, Adhigama Budiman, Kerangka Hukum Tentang Aborsi Aman 2023 (Jakarta
Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2023), 14

87 pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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kesehatan dan dikecualikan dalam undang-undang kesehatan terhadap perempuan

yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan.®®

Namun disisi lain, pasca disahkannya Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun
2024 tentang kesehatan menjadi sebuah kekhususan bagi seorang yang akan
melakukan aborsi dengan alasan-alasan tertentu seperti terindikasi kedaruratan
medis diantaranya kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu, atau
kondisi kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga
tidak memungkinkan hidup di luar kandungan.® Tujuan dari disahkannya Peraturan
Pemerintah tentang Kesehatan tersebut di dalam beberapa pasalnya ialah untuk
melindungi korban perkosaan dari rasa trauma, dan beban psikis maupun sosiologis

yang mungkin akan dihadapinya.

Aborsi salah satu tindakan pelanggaran hukum yang mempunyai
kemungkinan untuk bebas dari hukuman, jika aborsi tersebut dilakukan akibat
pemerkosaan. Aborsi memiliki dampak yang begitu besar dilihat dari segi moral,
agama, maupun dari segi kesehatan.’® Ada beberapa alasan perempuan korban
perkosaan melakukan tindakan aborsi, diantaranya adalah untuk menutupi aib
keluarga dari stigma buruk masyarakat dan lingkungan sekitar. Selayaknya negara

atau masyarakat serta keluarga dituntut untuk memberikan perlindungan dan

8 Maidina Rahmawati, Adhigama Budiman, Kerangka Hukum Tentang Aborsi Aman 2023 (Jakarta
Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2023), 12

8 pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan

% Diana Natasya, “Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Akibat
Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan
Tinggi Jambi Nomor: 6/PID.SUS-ANAK/2018/PTHMB)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri
Walisongo, 2022), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20608/
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keamanan pada perempuan dan bukan sebaliknya menjadi penyebab perempuan

merasa tidak aman.!

Tabel. 4

Perbedaan Mengenai Aborsi

Peraturan
No Perundang- Kebolehan Aborsi
Undangan

1 | Undang-Undang Korban tindak pidana perkosaan atau tindak
Nomor 1 Tahun 2023 | pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan
tentang Kitab kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas)
Undang-Undang minggu atau memeliki indikasi kedaruratan medis.
Hukum Pidana®

2 | Undang-Undang Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali
Nomor 17 Tahun dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan
2023 tentang ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Kesehatan® Pidana (KUHP).

3 | Peraturan Pemerintah | 1. atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap
Nomor 28 Tahun korban tindak pidana kekerasan seksual yang
2024 tentang menyebabkan kehamilan sesuai dengan
Kesehatan ketentuan dalam KUHP
(Pasal 116 dan 117)°* | 2. indikasi kedaruratan medis yang dimaksud

meliputi: kehamilan yang mengancam nyawa
dan kesehatan ibu, dan/atau, kondisi kesehatan
janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat
diperbaiki sehingga tidak memungkinkan
hidup di luar kandungan

5 | Kitab Undang- Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau
Undang Hukum mematikan kandungannya atau menyuruh orang
Pidana® lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara

paling lama empat tahun

% Siti Zulaichah, “Femisida Dan Sanksi Hukum Di Indonesia”, Egalita: Jurnal Kesetaraan dan
Keadilan Gender, Vol 17, No. 1, (2022): 272 http://repository.uin-
malang.ac.id/11951/1/femisida.pdf

%2 pPasal 463 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

% Pasal 60 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

% Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6952

% Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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Pelaksanaan tindakan aborsi tidak semena-mena dilakukan oleh dokter dan
tim medis, mengutip dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,
pelayanan aborsi yang aman bermutu, dan bertanggung jawab harus
diselenggerakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan Menteri.®®
Adanya Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 telah mengatur mengenai
pelayanan aborsi hanya diperbolehkan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
lanjut yang memenuhi sumber daya kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh
Menteri.®” Terdapat juga tim pertimbangan yang bertanggung jawab untuk
memberikan pertimbangan dan keputusan dalam melakukan pelayanan aborsi,
karena terdapat kehamilan yang memiliki indikasi kedaruratan medis atau
kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual
yang menyebabkan kehamilan.%

Menurut M. Ali Hasan yang dikutip oleh Abd Manaf dan Ida Priatna, secara

garis besar terdapat dua alasan seseorang melakukan tindakan aborsi, diantaranya:®®

1. Indikasi atau petunjuk medis:
a. Menyelamatkan nyawa si ibu, karena jika kehamilan tetap dipertahankan

akan membahayakan nyawa si ibu.

% Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), “Siaran Pers
Komnas Perempuan Memperingati hari Aborsi Aman Internasional,” Komnas Perempuan. 29
September 2021, diakses 27 Oktober 2024, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-
detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-
september-jakarta-29-september-2021

% Pasal 119 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan

% Pasal 120 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan

% Abd Manaf, Ida Priatna, “Aborsi Janin hasil Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Minhaj:
Jurnal limu Syariah, Vol 5, No. 1, (2024): 146-147
https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_januari24_10,
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b. Menghindari kemungkinan terjadinya cacat baik secara dhahir ataupun

batin janin atau anak dalam kandungan.
2. Indikasi atau petunjuk sosial:

a. Terjadinya kegagalan dalam mencegah kehamilam.

b. Krisis ekonomi khawatir tidak sanggup merawat anak apabila telah lahir,
tetapi kehamilan terjadi diluar dugaan.

c. Kehamilan yang dihasilkan akibat perkosaan yang membuat korban
perkosaan dan keluarga korban malu dan terpaksa melakukan aborsi.

d. Menutup aib karena hasil hubungan gelap, maupun telah bersuami, janda,

maupun masih gadis.

Menurut Diah Satyani Saminarsih pendiri Center for Indonesia’s Strategic
Develpmen Intiatives (CISDI), apabila kehamilan mengancam kesehatan fisik,
mental, berasal dari kehamilan tidak diinginkan seperti kekerasan seksual, lalu tidak
siap secara kesehatan, sosial dan ekonomi, maka aborsi menjadi sebuah pilihan dan
tidak lagi jadi pertanyaan, harus masuk dalam kerangka berpikir rasional kesehatan
yaitu public health, dimana seseorang membutuhkan aborsi untuk menyelamatkan

nyawanya, tiada lain dari itu.1%

Menurut Titahelu yang dikutip oleh Lusiana Tijow terdapat dua hal yang
harus dipilih salah satunya untuk diutamakan, yakni: pertama, hak dari ibu dan

kedua, hak dari anak. Secara universal ibu maupun anak merupakan manusia yang

10 BBC News Indonesia, “Praktik Dugaan Aborsi Ilegal Ribuan Pasien di Bali-‘Dampak dari
Kebijakan dan Mekanisme yang Tidak Bekerja,” BBC News Indonesia. 17 Mei 2023, diakses 27
Oktober 2024, https://www.bbc.com/indonesia/articles/c883m7x871do
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memiliki hak untuk hidup yang sama.l®! Sangat sulit dipilih namun harus dicari
jalan keluarnya agar menemukan tindakan yang harus didahulukan. Aborsi
merupakan tindakan yang tidak melindungi anak dalam kandungan serta hak-
haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sudah termaktub dalam undang-
undang tentang perlindungan anak. Akan tetapi bagaimana dengan perlindungan
serta hak-hak perempuan korban perkosaan yang mengandung anak dalam
kandungan atas tindakan perkosaaan yang terganggu psikis, mental, dan

kesehatannya hingga akan mengancam kehidupannya.

Oleh karena itu, menurut Mufidah Ch., aborsi berbasis konseling dilakukan
oleh pendamping yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan medis maupun
psikologis, hal tersebut dilakukan agar dapat menentukan mana tindakan yang

terbaik untuk si perempuan.i©?

Sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi “Droil ne done, pluis que soit
demaunde ” hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan.'® Hal ini masih ada
ruang untuk mempertimbangkan situasi khusus seperti yang dihadapi korban
perkosaan, korban dapat memilih untuk mengutamakan tindakan untuk tetap

melahirkan anak dalam kandungan atau melakukan tindakan aborsi.

101 |_usiana Tijow, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Hidup Anak Dalam Kandungan
Di Luar Perkawinan Yang Sah”, Jurnal Legalitas Vol 3, No. 2, (2010): 86
https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/677/625,

102 Mufidah Ch,, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN MALIKI PRESS,
2014), 273-280

193 Tim Hukumonline, “91 Adagium Hukum Keren dan Artinya, Anak Hukum Wajib Tahun,”
Hukum Online.Com . 5  Agustus 2024, diakses 27  Oktober 2024,
https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-1t619387d0b9e9c/



54

Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum
pidana mengatur tentang aborsi boleh dilakukan tidak lebih dari 14 minggu atau

memiliki indikasi kedaruratan medis, dengan rumusan pasal 463 ayat 2:

Korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain
yang menyebabkan kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memeliki

indikasi kedaruratan medis.1%

Sesuai dengan asas hukum “lex specialis derogate legi generali” undang-
undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum.
Meskipun dalam KUHP tindakan aborsi merupakan tindakan pidana dikarenakan
ibu atau perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya
atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun.'®® Pasca disahkannya Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024
tentang Kesehatan aborsi boleh dilakukan atas indikasi kedaruratan medis, terhadap
tindak pidana perkosaan, dan kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan,

dengan rumusan pasal 116:

Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan
medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana
kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan

dalam kitab undang-undang hukum pidana.

104 pasal 463 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana
105 pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam suatu
masyarakat, dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika perempuan korban perkosaan tidak
melakukan aborsi terhadap anak di dalam kandungan dan tetap memilih untuk
melahirkan anak tersebut, namun apabila ibu serta keluarga korban tidak melakukan

atau menginginkan pengasuhan terhadap anak tersebut.

Adapun ibu atau keluarga tidak dapat melakukan pengasuhan terhadap
anak, maka anak dapat diasuh oleh lembaga asuhan anak atau menjadi anak yang
dipelihara oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut merupakan hak anak, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang
tentang perlindungan anak, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia
yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.’

Dapat diambil satu kesimpulan dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun
2024 tentang Kesehatan, aturan terkait tindakan aborsi merupakan satu pilihan yang
dapat diambil oleh korban perkosaan dengan ketentuan kehamilan tidak melebihi
14 minggu dengan beberapa pertimbangan oleh tim pertimbangan yang telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Oleh karena
itu, dalam tindakan abrosi ini terdapat dua pilihan, yakni: pertama, anak tetap

dilahirkan karena merupakan hak hidup anak dalam kandungan dan kedua, aborsi

106 pasal 124 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan
107 pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
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harus dilakukan karena pembelaan terhadap kepentingan serta hak hidup

perempuan yang mengandung atau korban perkosaan.

Dalam hal ini nyawa korban juga harus diperhatikan serta hak-haknya untuk
hidup, meskipun anak dalam kandungan digugurkan tapi kedudukan hak anak
dalam kandungan hingga dia dilahirkan, memiliki hak dan wajib dilindungi oleh
orang tua, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah serta agar dapat hidup,
tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
deskriminasi. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan,'® serta anak dalam kandungan perlu mendapatkan

perlindungan hukum selayaknya anak yang telah dilahirkan yaitu hak kewarisan.%®

Mengenai kedudukan hak anak dalam kandungan hingga dia dilahirkan
memiliki hak yang sama, yakni hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta
hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,
keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian anak
dalam kandungan memiliki hak waris dan berhak mendapatkan warisan dari
pewaris (bapak), syaratnya, anak yang dilahirkan itu harus lahir hidup. Maka, mati

sewaktu dilahirkan, dianggap si anak tidak pernah telah ada.

108 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

109 Auliya Ghazna Nizami, “Kerentanan Status Anak dalam Kandungan Sebagao Subyek Hukum
Pada Waris, Wasiat dan Wakaf”, prosiding Konferensi Nasional Gender Dan Gerakan Sosial, Vol
01, No. 1, (2022): 390
https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/kggs/article/download/189/222/1383
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B. Analisis Kedudukan Hak Anak Korban Perkosaan Perspektif Magashid

Syariah

Seluruh peraturan atau hukum harus terdapat tujuan atau magashid di dalam
hukum tersebut. Kata magashid ialah bentuk jamak dari kata magshad yang berarti
tujuan. Sedangkan kata syariah adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.
berdasarkan Al-Quran dan hadits.® Menurut imam Asy-Syatibi, magashid
Syariah ialah tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum.!! Dari
kedua kata tersebut magashid syariah ialah nilai dan tujuan-tujuan yang hendak
direalisasikan oleh pembuat syariah yaitu Allah SWT. dibalik pembuatan syariah
dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.'? Tujuan
magashid syariah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.
Adanya penetapan hukum untuk menciptakan kemaslahatan, sebagaimana yang
sedang penulis teliti mengenai kedudukan hak anak korban perkosaan dalam

prakterk aborsi yang dikaitkan dengan menggunakan analisis magashid syariah.

Pasca disahkannya Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang
Kesehatan mengatur diperbolehkanya aborsi bagi korban perkosaan, kekerasan
seksual yang menyebabkan kehamilan serta terindikasi kedaruratan medis. Jika
dilihat dari tujuan diberlakukannya kebolehan aborsi terhadap korban perkosaan,

hal ini untuk membantu korban dari kesehatannya dan agar tidak melakukan

10 Harisudin, ILMU USHUL FIQH, 220

111 Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial. 22

112 Milhan, “MAQASHID SYARI’AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI
PEMBENTUKANNYA”, Al-Usrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah Vol 6, No. 1, (2021): 87
https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/12335,
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percobaan yang melukai diri korban perkosaan. Akan tetapi bagaimana dengan

kedudukan hak hidup anak dalam kandungan dari korban perkosaan.

Tindakan aborsi bagi korban perkosaan tidak terlepas dari urgensi magashid
syariah bahwa magashid terdapat hikmah-hikmah dibalik suatu hukum, magashid
menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum islam dengan membuka
sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan.'*® Hal ini juga
termasuk hak asasi manusia yang mana konsep hak asasi manusia dalam pandangan
ulama bisa disejajarkan dengan konsep magashid syariah, yakni syariah islam
disyariatkan untuk melindungi kemaslahatan manusia, hal ini dimaksud dengan
melindngi kepentingan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia baik hidup di

dunia maupun di akhirat.!'4

Menurut imam Asy-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi jika
lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, terdapat

tiga tingkatan dalam magashid syariah, diantaranya:!*®

1. Dharuriyat adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan atau bisa
juga disebut dengan maslahat primer yang mana kebutuhan ini harus terpenuhi
dan harus ada dalam setiap aspek kehidupan manusia. Apabila tidak terpenuhi,
maka akan berdampak kepada hal lainnya yang dapat mengancam keselamatan

manusia. Oleh karenanya tingkatan primer (dharuriyat) harus memenuhi lima

113 Jasser Auda, Magashid Shariah as Philosophy of Islamiv Law A System Approach, terj.
Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, Pen. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im,
(Bandung: Mizan, 2015), 31-32

14 Tutik Hamidah, “HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ISLAM”, eL Harakah Vol
2, No. 1, (2000): 5 https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/4721,

115 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2012), 382
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unsur pokok, yaitu: yaitu hifdz ad-din (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga
jiwa), hifdz al-aql (menjaga akal), hifdz an-nasl (menjaga keturunan), dan hifdz
al-mal (menjaga harta).

Hajiyat adalah sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, akan tetapi bila tidak
dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan, tetapi hanya
menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melakasanakannya.

. Tahsiniyat adalah sesuatu pelengkap, apabila tidak terpenuhi tidak
mempengaruhi lima unsur pokok magashid syariah yang berada ditingkatan

dharuriyat dan tidak menimbulkan kesulitan.

Tujuan yang ingin dicapai dari maslahat terbagi menjadi dua, yaknil®

Pertama, mendatangkan manfaat kepada umat manusia baik bermanfaat untuk

hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Kedua,

menghindarkan kemudaratan baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk

kehidupan diakhirat. Segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan

terwujudnya salah satu unsur pokok tersebut dinyatakan perbuatan yang maslahat

atau bermanfaat. Jika bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak

terwujudnya salah satu unsur pokok tersebut perbuatan itu madarat atau rusak.

1. Hifdz ad-din (menjaga agama)

Menurut Abdul Qadir Audah dikutip dari Maria Ulfa Anshar

menyatakan aborsi ialah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup

116 Amir Syarifuddin, Ushul Figh 2, 233
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janin atau perbuatan yang memisahkan janin dari rahim ibunya.!’ Tindakan
aborsi merupakan tindakan pengguguran terhadap anak dalam kandungan
seorang perempuan, aborsi dalam penelitian ini dilakukan oleh korban
perkosaan. Dalam islam, kehidupan dianggap suci, janganlah membunuh jiwa
yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar, dasar
keharaman membunuh salah satunya sebagaimana telah dijelaskan dalam surah

al-Maidah ayat 33 dan an-Nisa ayat 93:

36 Gz g s 388 Gl 4 aa T ) T s T 0T M s

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan
barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah
memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli
waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia
adalah orang yang mendapat pertolongan.*8

TR X AT DR PR X SN SD SIS PR SN LT ST U RNEL S
Lv\.\.& ,A.S J\.C«‘j }4..3.5} :&.:.LC« vl Cw®) % U.lp— V.A.@_>- ,oj\er_e U.;«.x.a L.:}A JA.L; P9
\z i"

.

Terjemahnya:

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja

maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah

117 Salmiwati Rumadan, “Hukum Aborsi Bagi Janin Cacat Genetik Dalam Perspektif Figih
Kontemporer”, Tahkim Vol 12, No. 2, (2023): 273
https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/4289/pdf,

118 Tim Penerjemah, Al-Qur’an Terjemah & Tajwid, (Bandung.Sygma: 2019), 113.
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murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang

besar baginya.'%°

Segala tindakan yang dapat mencelakai bahkan menghabisi nyawa
orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan adalah dilarang. Menurut
sekretaris Komisi Fatwa MUI, K.H. Miftahul Huda, segala usaha untuk
mempertahankan nyawa adalah diperintahkan hal tersebut merupakan tujuan
dari syariat agama dengan mewujudkan magqashid syariah yaitu perlindungan
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terkait pembunuhan dengan cara yang

tidak dibenarkan dan dikelompokkan ke dalam dosa besar.'?°

Menurut Wahbah Zuhaili, pembunuhan merupakan perbuatan yang
menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang dari definisi tersebut
pembunuhan berarti perbuatan seseorang terhadap orang lain yang
mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak

disengaja.'?

119 Tim Penerjemah, Al-Qur’an Terjemah & Tajwid, (Bandung.Sygma: 2019), 93.

120 MUI Digital, “Marak Kasus Pembunuhan, MUI: Perbuatan Yang Sangat Dllarang dan Dosa
Besar,” MUI  Digital. 11  Desember 2023, diakses 6  November 2024,
https://mui.or.id/baca/berita/marak-kasus-pembunuhan-mui-perbuatan-yang-sangat-dilarang-dan-
dosa-besar

121 Imaning Yusuf, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Nurani Vol 13, No. 2, (2013):

1

https://media.neliti.com/media/publications/41901-1D-pembunuhan-dalam-perspektif-hukum-

islam.pdf,
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Dalam hal ini tindakan aborsi memang merupakan tindakan
pembunuhan dan suatu dosa yang besar yang dilarang oleh agama dan terdapat
hak anak untuk hidup tumbuh dan berkembang yang tidak boleh dibunuh atau

harus dijaga kehidupannya kecuali dengan alasan yang benar.
2. Hifdz an-nafs (menjaga jiwa)

Dalam hal ini memelihara jiwa berkaitan dengan pemeliharaan terhadap
nyawa manusia. Aborsi menurut Ibrahim an-Nakhai merupakan pengguguran

janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna maupun belum.*??

Islam mengajarkan untuk menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh
berkembangnya anak, karena sebuah keharusan. Sedangkan jika meremehkan
hal tersebut dianggap sebagai suatu dosa yang besar, sebagaimana dalam Surah

al-Isra’ ayat 31:

] 2

s s 55 2305 1. 28

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut
kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan
juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu

dosa yang besar.!?3

122 Salmiwati Rumadan, “Hukum Aborsi Bagi Janin Cacat Genetik Dalam Perspektif Figih
Kontemporer”, Tahkim Vol 12, No. 2, (2023): 273
https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/4289/pdf,

123 Tim Penerjemah, Al-Qur’an Terjemah & Tajwid, (Bandung.Sygma: 2019), 285.
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Dalam hal ini terkait kapan janin mempunyai ruh atau jiwa terdapat dalam

hadis nabi, yakni:

HR. Bukhari dan Muslim dari Abu ¢Abdir-Rahman Abdullah bin Mas’ud:

“Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam
perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nuthfah (bersatunya sperma
dengan ovum), kemudian menjadi ‘alaqah (segumpal darah) seperti itu pula.
Kemudian menjadi mudhghah (segumpal daging) seperti itu pula.
Kemudian seorang Malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di
dalamnya, dan diperintahkan untuk menulis empat hal, yaitu menuliskan
rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya.”*?*

Menurut ulama Malikiyah bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadi
konsepsi. Maka, abori tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari. Ulama
Syafi’i berbeda pendapat terkait dengan aborsi yang dilakukan sebelum empat
bulan, sebagian memperbolehkan dengan ketentuan masih berupa sel sperma dan
sel ovum serta segumpal darah atau usia 80 hari dan ada yang mengharamkan. Akan
tetapi sebagian besar ulama dari madzhab Syafi’i bersepakat bahwa aborsi haram
dilakukan sebelum kandungan berusia 40-42 hari. Sedangkan ulama lain aborsi
diperbolehkan selama janin belum berusia 4 (empat) bulan atau janin belum
memiliki roh.!?® Pada usia kehamilan 120 hari ruh sudah ditiup atau janin telah
hidup, maka aborsi lebih haram dilakukan, sebab saat itu janin telah menjadi

manusia.?8

124 yazid bin Abdul Qadir Jawas, “Proses Penciptaan Manusia Dan Ditetapkannya Amalan Hamba,”
almanhaj. 11 Desember 2017, diakses 6 November 2024, https://almanhaj.or.id/12017-proses-
penciptaan-manusia-dan-ditetapkannya-amalan-hamba.html

125 Hilda Fentiningrum, “Komparasi Aborsi Dalam Perspektif Maqgashid Syariah Imam Ghazali Dan
Hubungannya Degan Faktor Ekonomi”, Jurnal Penelitian Islam Vol 15, No. 1, (2021): 80
https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/2607

126 Raehanul Bahraen, Figih Kontemporer Kesehatan Wanita (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’l,
2018), 130
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Peniupan ruh kepada janin menjadi sumber ikhtilaf mengenai hukum aborsi,
karena keberadaan ruh menurut sebagaian fugaha merupakan tanda awal kehidupan
manusia artinya yakni manusia yang memiki jiwa dan raga. Akan tetapi pendapat
kuat dari para fugaha adalah hadis diatas, yaitu saat janin telah berumur 120 hari

atau empat bulan lebih yang hal ini dianggap sebagai awal kehidupan manusia.t?’

Maka dari itu tindakan aborsi mengandung dua mafsadah (kemudharatan),

hal ini selaras dengan dua kaidah berikut:

Ugisl D&Y 17 gkl (o) 0BAels (2365 1)

Artinya:
Apabila dua mafsadah (kemudharatan) berkumpul, maka yang
dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang
lebih ringan bahayanya.'?®
)das )i s3all ol U
Artinya:

Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, (diperbolehkan) sesuai

dengan kadar uzurnya atau kemudharatannya tersebut.'?°

127 Moh. Saifullah, “Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)”,
Jurnal Sosial Humaniora Vol 4, No. 1, (2011): 21
https://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/636/0

128 Abdul Hag, Formulasi Nalar Figh (Telaah Kaidah Figh Konseptual), (Surabaya: Khalita, 2009),
232

129 Ade Dedi Rohayana, Ilmu Qawaid Fighiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Gaya
M8edia Pratama , 2008), 217
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Oleh karena itu, kemudharatan tidak dihilangkan dengan kemudharatan,
kaidah ini lebih spesifik mengarah kepada tingkatan dharar yang harus
mempertimbangkan lebih darurat tindakan mengaborsi anak dalam kandungan
tanpa mempertimbangkan kesehatan perempuan korban perkosaan atau
melahirkan anak dalam kandungan dengan tidak menghiraukan kesehatan

korban.

Dalam hal ini seharusnya dilihat terlebih dahulu kondisi fisik dan psikis
korban perkosaan atau ibu, apakah memungkinkan untuk mengambil tindakan
aborsi atau tidak agar mengurangi ataupun mencegah kematian pada si ibu,
untuk mengambil tindakan aborsi atau tidak perlu pertimbangan yang matang
dengan sebaik-baiknya, karena jiwa ibu lebih diutamakan keselamatannya
dibandingkan dengan kehidupan anak dalam kandungan. Dasar dari

perimbangan ini sebagai berikut:13°

a. Kehidupan janin yang dikandung perempuan korban perkosaan belum pasti.
Sedangkan kehidupan perempuan korban perkosaan sudah nyata, sehingga
hak untuk hidup lebih berhak ada pada korban dari pada hak hidup janin.

b. Apabila perempuan korban perkosaan dikorbankan dapat terjadi banyak
sekali resiko, karena jika perempuan korban perkosaan meninggal maka,
anak yang ditinggalkan akan menghadapi kesusahan, begitupun dengan

bayi yang setelah dilahirkan. Akan tetapi jika mengambil tindakan aborsi

130 Hilda Fentiningrum, “Komparasi Aborsi Dalam Perspektif Magashid Syariah Imam Ghazali Dan
Hubungannya Degan Faktor Ekonomi”, Jurnal Penelitian Islam Vol 15, No. 1, (2021): 82
https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/2607/pdf
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maka resiko yang didapat lebih sedikit dari pada resiko meninggalnya

perempuan korban perkosaan.

Mengenai permasalahan janin atau anak dalam kandungan dalam

praktek aborsi menurut hukum islam, ricniannya sebagai berikut:*3!

a. Apabila usia janin atau anak dalam kandungan berusia 40 hari, maka
perempuan korban perkosaan atau ibu tidak patut menggugurkan janin atau
anak tersebut tanpa sebab syar’i. Namun jika janin membahayakan nyawa
ibu atau perempuan korban perkosaan dengan sebab yang telah ditetapkan
oleh tim dokter ahli bahwa janin tersebut cacat lantaran kesalahan tidak
disengajar ibunya, maka diperbolehkan mengambil tindakan aborsi.

b. Apabila usia janin telah 80 hingga 120 hari masa kehamilan, maka aborsi
tidak boleh dilakukan. Dikarenakan perkiraan manusia terkadang, termasuk
perkiraan dokter. Alhasil, cacat pada janin yang diprediksi tidak terbukti.
Maka hukumnya haram menggurkan janin, kecuali terdapat resiko besar
terkait keselamatan jiwa si ibu atau perempuan korban perkosaan.

c. Setelah ditiupkannya ruh pada janin atau anak dalam kandungan pada usia
kehamilan lebih dari 120 hari, maka hukumnya lebih haram, karena janin
telah menjadi manusia. Akan tetapi, jika didapatkan keadaan yang
mengancam nyawa ibu atau perempuan korban perkosaan dengan diagnosis
dokter spesialis, maka jika mungkin dilakukan berbagai upaya

mengeluarkan janin dalam keadaan hidup (operasi caesar).

181 Bahraen, Figih Kontemporer Kesehatan Wanita, 130
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d. Menggugurkan janin sebelum ditiupkannya ruh pada usia kehamilan 40
hingga 120, hukumnya lebih ringan. Namun tidak boleh menggurkan janin
tanpa ada alasan kuat seperti risiko kematian bagi ibu atau perempuan

korban perkosaan, berdasarkan kepastian dari dokter spesialis kandungan.

Dalam hal ini jiwa atau kehidupan anak harus terlebih dahulu
diperhatikan, karena merupakan penjagaan terhadap kelangsungan hidup dan
tumbuh berkembangnya anak, karena sebuah keharusan serta janin atau anak

dalam kandungan memiliki hak yang sama yaitu hak untuk hidup.
Hifdz al-agl (menjaga akal)

Dalam hal ini menjaga akal dilihat dari psikis dan mental perempuan
korban perkosaan yang berdampak sangat serius terhadap mental atau kejiwaan
perempuan korban perkosaan yang telah mengandung anak karena tindakan
pemaksaan. Jika aborsi tidak dilakukan korban akan mengalami stress hingga

terganggunya kesehatan dan akan melukai dirinya sendiri.

Namun, jika aborsi dilakukan korban akan terganggu psikis atau
mentalnya. Dalam buku Psychological Reaction Reported After Abortion yang
diterbitkan oleh The Post Abortion Review yang dikutip oleh Moh. Saifullah

terdapat beberapa gejala kejiwaan yang akan terjadi, diantaranya:1%2

a. Kehilangan harga diri

b. Teriak-teriak histeris

132

Moh. Saifullah, “Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam),”

Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 4, No. 1, Juni (2011): 19
https://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/636/0,
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c. Mengalami mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi

d. berkeinginan melakukan bunuh diri

e. Mulai menggunakan obat-obat terlarang

f. Perempuan akan dihantui perasaan bersalah yang tidak pernah hilang

selama bertahun-tahun dalam hidupnya

Sebagaimana korban perkosaan di daerah Bumiayu, Brebes, Jawa
tengah. X menjadi korban pemerkosaan berusia 25 tahun dan kini mengalami
gangguan jiwa.'** Kemudian korban perkosaan di daerah pasuruan yang berusia
14 tahun kini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Malang

karena mengalami depresi.t®*

Dari permasalahan psikis diatas, maka dapat disimpulkan korban
perkosaan yang sampai mengakibatkan kehamilan, dikhawatirkan akan terjadi
hal-hal seperti diatas yang mana dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar
dari pada maslahahnya. Dalam hal ini, hak ibu dan anak dalam kandungan harus
dipertimbangkan dengan hati-hati, karena hak hidup anak harus dilindungi,

serta hak ibu atau korban perkosaan atas kesehatannya juga penting.
4. Hifdz an-Nasl (menjaga keturunan)

Dalam hal ini menjaga keturunan adalah salah satu tujuan hukum islam

untuk melindungi generasi mendatang, jelas garis keturunannya dan merawat

133 |mam Suripto, “Derita Korban Perkosaan Asal Brebes yang Alami Ganunguan Jiwa,” detiknewa.
11 April 2018, diakses 6 November 2024, https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-
3965776/derita-korban-perkosaan-asal-brebes-yang-alami-gangguan-jiwa

134 Muhajir Arifin, “Siswi di Kota Pasuruan Diperkosa hingga Depresi, Keluarga Lapor Polisi,”
detikJatim. 1o Oktober 2024, diakses 6 November 2024, https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-
kriminal/d-7582209/siswi-di-kota-pasuruan-diperkosa-hingga-depresi-keluarga-lapor-polisi
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keberlanjutan umat manusia. Hal ini harus mengutamakan hak hidup dan

kesejahteraan anak yang sedang di kandung serta kesejahteraan dan hak ibu.

Perempuan korban perkosaan memiliki hak atas hidup yang harus
dihormati oleh hukum islam, karena perempuan korban perkosaan mempunyai
hak untuk mendapatkan perlindungan. Pertimbangan untuk menyelamatkan
korban dari bahaya lebih utama daripada mempertahankan janin, tetapi

tergantung pada kondisi medis yang dihadapi oleh korban perkosaan.

Anak dalam kandungan korban perkosaan juga mempunyai hak hidup
serta tidak seharusnya hak hidupya dihilangkan akibat dari asal-usulnya yakni
perkosaan. Akan tetapi aborsi boleh dilakukan dalam kondisi tertentu yang
sangat darurat misalnya, mengancam kehidupan dan kesehatan perempuan

korban perkosaan.

Hak anak merupakan segala sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh
anak dari orang tua atau walinya, baik berupa suatu hal yang konkrit maupun

yang abstrak. Terdapat beberapa hak yang harus diperoleh oleh anak, yakni:1®

a. Hak hidup dan tumbuh berkembang

b. Hak perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka
c. Hak nafkah dan kesejahteraan

d. Hak pendidikan dan pengajaran

e. Hak keadilan dan persamaan derajat

135 HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” Jurnal IAIN Pontianak, Vol. 4, No.
1, Juni (2011): 3 https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/149/120
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f. Hak cinta kasih

g. Hak untuk bermain

Dalam islam terdapat beberapa petunjuk terhadap perlindungan hak-

hak anak, secara garis besar dikemukakan hak-hak anak sebagai berikut:*3®

a. Hak anak untuk hidup (QS. Al-Isra:31, QS. Al-An’am:140)

b. Hak anak dalam kejelasan nasabnya (QS. Al-Ahzab:5)

c. Hak anak dalam pemberian nama yang baik

d. Hak anak dalam memperoleh ASI

e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan

f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda (QS. Al-Bagarah: 220, QS. Al-
Isra:34, QS. An-Nisa:10)

g. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan, bahwa anak dalam
kandungan hingga dia dilahirkan memiliki hak untuk hidup dan tumbuh
berkembang, hak keadilan dan persamaan derajat, dan hak anak dalam

mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.

5. Hifdz al-mal (menjaga harta)
Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa
harta manusia tidak mungkin bertahan hidup dan harta tidak dapat dipisahkan
dari manusia. Manusia selalu berusaha untuk mencari harta demi menjaga

eksistensinya. Selain itu, harta juga penting untuk menambah keberkahan

1% Mufidah Ch,, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, 273-280
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materi yang dimiliki setiap orang. Islam datang membawa aturan-aturan yang

maslahat di dalamnya, salah satunya berkaitan dengan harta yang harus

digunakan untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah melalui syariat-Nya.

Adapun warisan bagi janin atau anak dalam kandungan, dalam agama
islam tidak mengabaikan mengenai warisan dalam urusan kehamilan. Islam
menjadikan warisan bagi janin atau anak dalam kandungan dengan syarat
dilahirkan atau keluar dari kandungan dalam keadaan hidup, berikut
penjelasannya: ¥’

a. Dalam hadits Al-Masur bin Mukhramah r.a. Rasulullah Saw. bersabda,
“Seorang anak tidak mewarisi sehingga dia keluar (dari kandungan)
dengan jeritan.” (H.R. lbnu Majah dan Thabrani).

Menurut Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Azizi, jeritan itu

menunjukkan kelahiran anak dalam keadaan hidup, Rasulullah Saw.

menjadikan hal itu sebagai tanda hak warisnya.

Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat mengenai jeritan anak yang baru

lahir, diantaranya:

1) Tidak mendapat hak waris hingga menjerit.

2) Jika keluar dengan keadaan menjerit, bersin atau menangis, selama
anak yang baru lahir itu bersuara menunjukkan bahwa anak tersebut
keluar dari kandungan dalam keadaan hidup.

3) Jika diketahui bahwa dia hidup dengan keadaan bersuara, adanya

gerakan atau menyusui, maka anak tersebut mendapatkan hak waris.

137 yusuf Al-Azizi, JANIN Pandangan al-Quran dan limu Kedokteran, 76-78
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b. Menurut Ibnu Qudamah, kandungan tidak memiliki hak waris mewarisi
kecuali dengan dua syarat:
1) Diketahui ketika waktu kematiannya (berada di luar kandungan).
2) Dilahirkan dalam keadaan hidup. Akan tetapi, jika keluar dalam

keadaan mati berarti dia tidak memiliki hak waris mewarisi.

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anak dalam
kandungan tidak mendapatkan hak waris hingga dia dilahirkan dalam keadaan

hidup. Sedangkan jika anak tersebut lahir dalam keadaan mati, maka tidak

mendapatkan hak waris.

Tabel 5. Analisis Magashid Syariah Asy-Syatibi

No. Maqa§hid Hasil
Syariah
1. | Hifdz ad-Din | Dalam hal ini tindakan aborsi memang merupakan
(menjaga tindakan pembunuhnan dan suatu dosa yang besar
agama) yang dilarang oleh agama dan terdapat hak anak untuk
hidup tumbuh dan berkembang yang tidak boleh
dibunuh atau harus dijaga kehidupannya kecuali
dengan alasan yang benar.
2. | Hifdz an-Nafs | Kehidupan anak harus terlebih dahulu diperhatikan,

(menjaga karena merupakan penjagaan terhadap kelangsungan

jiwa) hidup dan tumbuh berkembangnya anak, karena
sebuah keharusan serta janin atau anak dalam
kandungan memiliki hak yang sama yaitu hak untuk
hidup.

3. | Hifdz al-Agl | Hak ibu dan anak dalam kandungan harus
(menjaga dipertimbangkan dengan hati-hati, karena hak hidup
akal) anak harus dilindungi, serta hak ibu atau korban

perkosaan atas kesehatannya juga penting.

4. | Hifdz an-Nasl | anak dalam kandungan hingga dia dilahirkan
(menjaga memiliki hak untuk hidup dan tumbuh berkembang,
keturunan) hak keadilan dan persamaan derajat, dan hak anak

dalam mendapatkan asuhan, dan

pemeliharaan.

perawatan
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5. | Hifdz al-Mal
(menjaga
harta)

Anak dalam kandungan tidak mendapatkan hak
waris hingga dia dilahirkan dalam keadaan hidup.
Sedangkan jika anak tersebut lahir dalam keadaan
mati, maka tidak mendapatkan hak waris.

Dari pembahasan di atas terdapat lima tujuan pokok yang menjadi point

penting dalam analisis ini. Maka, dapat disimpulkan mengenai kedudukan hak

anak korban perkosaan, jika ditinjau dari magashid syariah kedudukan hak

anak memiliki hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak keadilan dan

persamaan derajat, dan hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan

pemeliharaan. Serta anak dalam kandungan tidak mendapatkan hak waris

hingga dia dilahirkan dalam keadaan hidup.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di
atas terkait telaah hukum kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif
undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan magashid

syariah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan telah
memperbolehkan aborsi atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap
korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual yang
menyebabkan kehamilan, aborsi boleh dilakukan dengan tidak melebihi
usia kehamilan 14 minggu. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah seorang yang belum berusia
18 tahun dan termasuk juga anak yang masih dalam kandungan, mengenai
kedudukan hak anak dalam kandungan hingga dilahirkan itu sama, anak
mempunyai hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta hak
anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan
dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian
anak dalam kandungan mendapatkan perlindungan hukum selayaknya anak
yang telah dilahirkan yaitu, berhak mendapatkan warisan dari pewaris

(bapak), syaratnya, anak yang dilahirkan itu harus lahir hidup, maka mati

74
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sewaktu dilahirkan dianggap si anak tidak pernah ada.

Berdasarkan perspektif magashid syariah dapat disimpulkan, bahwa
terdapat lima penjagaan yang dapat dianalisis terkait kedudukan hak anak
korban perkosaan, diantaranya: Hifdz ad-din (menjaga agama), hifdz an-
nafs (menjaga jiwa), hifdz al-agl (menjaga akal), hifdz an-nasl (menjaga
keturunan), dan hifdz an-mal (menjaga harta). Dalam hal ini aborsi boleh
dilakukan saat janin masih dalam rentang waktu sebelum berumur 120 hari
serta perlu mempertimbangkan tingkatan dharar yang lebih penting. Dapat
disimpulkan mengenai kedudukan hak anak korban perkosaan, jika ditinjau
dari magashid syariah bahwa kedudukan hak anak ialah memiliki hak untuk
hidup dan tumbuh berkembang, hak keadilan dan persamaan derajat, dan
hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan. Serta
anak dalam kandungan tidak mendapatkan hak waris hingga dia dilahirkan
dalam keadaan hidup dan menyelamatkan anak yang berada dalam

kandungan hingga dilahirkan untuk memenuhi dan melindungi hak anak.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang
telah dipaparkan diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran terkait

kedudukan hak anak korban perkosaan, saran tersebut antara lain:

1. Bagi khalayak umum, harus melindungi dan tidak memandang sebelah mata
terhadap perempuan korban perkosaan dikarenakan ada janin yang harus
dilindungi karena merupakan hak asasi manusia (HAM). Perlu diketahui
hak anak harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh masyarakat
dikarenakan hak anak merupakan hak asasi manusia.

2. Kepada pemerintah, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2024 tentang Kesehatan yang telah mengatur mengenai tindakan aborsi,
hendaknya perlu adanya pengawasan yang ketat dan harus meratanya
pelayanan fasilitas dari tim pertimbangan serta ahli medis dan dokter
terhadap penanganan kasus aborsi khusunya bagi perempuan korban
perkosaan yang ingin  melakukan tindakan aborsi  dengan
mempertimbangkan hak anak dalam kandungan atau janin dari perempuan
korban perkosaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena pemerintah wajib
menjamin, memenuhi, dan melindungi hak anak yang merupakan bagian

dari hak asasi manusia.
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